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RISALAH RAPAT
PARIPURNA KE-25
DPRD KABUPATEN DEMAK
KE-2 TAHUN 2018

terbuka untuk umum

1. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib

DPRD Kabupaten Demak
2. Surat

Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten

Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Jadwal Kegiatan DPRD

Kabupaten Demak Tahun 2018

Jumat
8/31/2018

Gedung DPRD Kabhupaten Demak
PERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN
(RAPERDA) UNTUK DITETAPKAN MENJADI

TERHADAP 2

BUPATI DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

13.00 WIB s/d selesai
1. H. Nurul Muttgin,SH.l.MH
2.  Drs. Eddie Djatmiko,MM

1. Yulianto,SH

2. Budhi Prabowo,5.Kom

3. Setiani Puji Astuti, S.Sos

4, Sunardi, SH

1. H. Muntohar

H.S.Fahrudin Bisri Slamet,SE

wn

4,  Anggota DPRD yang Hadir

Tidakhadir
ljin
1. H.M. Natsir

Drs. Djoko Sutanto
Dr.Singgih Setiono,SH.MMR
Agus Supriyanto, SH,MM
Para Staf Ahli Bupati

Para Kepala Organisasi
Perangkat Daerah se
Kabupaten Demak

@ ok wN

Komandan Kodim Demak
2. Kapolres Demak

3. Kepala Kejaksaan Kabupaten
Negri Demak

—_

4. Ketua Pengadilan Negri Demak

( terlampir )

Ketua DPRD

Sekretaris DPRD

Kabag Persidangan
Kasubag Rapat dan Risalah
Kasubag Alat Perlengkapan
Dewan

Kasubag Kajian Hukum dan
Perundang-undangan

Wakil Ketua DPRD

Wakil ketua DPRD

32 orang
13 orang
5 orang

Bupati Demak

Wakil Bupati Demak
Sekretaris Daerah
Asisten Administrsi
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Ykh. Para Camat Se-Wilayah Kabupaten Demak

atau yang mewakili ;

Ykh. Para tamu undangan dan hadirin yang
berbahagia. |

o -
Y

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji
syukur kehadirat Allah SWT, karena atas ridlo-Nya

‘kita masih dapat bertemu di ruang rapat Paripurna -

DPRD .ini..dalam keadaan sehat wal’afiat tanpa
halangan suatu apapun. Shalawat serta salam
semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan
kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan

pengikutnya. Semoga kita’ mendapatkan sYafaatnya

kelak di hari kiamat, Aamiin Yél Robbal Alahiin,

| Hadirin  peserta rapat DPRD yang
berbahagia,
| Sebelum  rapat dibuka, perl® kami
sa_mpaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81
huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor
1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD K2bupaten

Demak menyebutkan : “Rapat PRripurng . ..:

L
o i i, x T

RAPAT PARIPURNA KE-25
MASA SIDANG KE-2 TAHUN 2018
DPRD KABUPATEN DEMAK.

DENGAN ACARA PERSETUJUAN BERSAMA DPRD
DAN BUPATI DEMAK TERHADAP 2 (DUA)
RAPERDA UNTUK DITETAPKAN MENJADI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

Demak, Jumat 31 Agustus 2018

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT :

Assalamu’alaikum Warokhmatullahi Wabarokatuh;

Yth. Sdr. Bupati Demak;

Ykh. Sdr. Unsur FORKOPJMDA dan- Ketua
Pengadilan Negeri Demak atau . . yang
mewakili; | ;

Ykh. Para Wakil Ketua dan “Segenap Ariggo,ta.

 DPRD; |

Ykh. Sdr. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRb,
Asisten Sekda dan para Staf Ahli Bupat1

‘Ykh. Para Kepala Orgamsas1 Perangkat Daerah-
(OPD ) Kab. Demak atau yang mewakili ;
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2018 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka

untuk umum.
...Dok...dok...dok...
Peserta rapat DPRD yang kami muliakah,

> Sebagaimana telah kita ketahui bersama
bahwa Panitia Khusus A, yang membahas :
Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan

di Kabupaten Demak.

dan Panitia Khusus C yang membahas :
Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar

Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Telah menyelesaikan tugasnya. Sebagai

tindak lanjut, maka pada hari ini Panitia Khusus A
dan C akan menyampaikan laporan hasil

Pembahasan Raperda tersebut.

Kesempatan pertama kami persilahkan
Kepada juru bicara Panitia Khusus A uRltuk

henyampaikan laporannya, diperéilahkan.

r;iemenuhi kuorum apabila dihadiri oleh pali‘ng
sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota
DPRD untuk menetapkan Peraturan Daerah dan
APBD « |

- Berdasarkan daftar presensi, anggota
DPRD yang telah hadir sebanyak ........ orang dari
sejumlah 50 anggota DPRD, -sesuai dengan
Peraturan Tata Tertib DPRD rapat telah memenuhi

kuorum.

Untuk itu dengan mengucap -
Bissmillahirrohmannirrokhim rapat Paripurna ke-

25 masa sidang ke-2 tahun sidang 2018 dengan .

- acara Persetujuan DPRD terhadap 2 (dua) Raperda

Kabupaten Demak untuk ditetapkan fnenjadi

Perattiran Daerah, yaitu : o

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha
Hiburan di Kabupaten Demak; |

2. Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar

Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

Pada hari ini Jumat, tanggal 31 Agustus



PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kami sampaikan kepada

Pansus C yang telah membacakan laporannya.

Sesuai agenda yang ditetapkan oleh Badan

MuSyawarah, bahwa setelah rapat-rapat Pansus,

agéNda selanjutnya adalah rapat konsultasi

Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Panitia Khusus
A dan Panitia Khusus C, Ketua-Ketua Fraksi,
Pimpinan Bapemperda, Pimpirian Badan
Kehormatan sebagai forum konsultasi terhadap
pemMbahasan Raperda di atas. Perlu kami

saflpaikan bahwa secara substansi materi Raperda

telah  sesuai dan tidak -ada penambahan, -

perfurangan maupun peﬁnasalahan yang perlu
pembahasan lebih lanjut dalam rapat konsultasi
pirﬁbinan, maka hasil rapat konsultasi Pimpinan
DPRD sebagaimana tertuang dalam laporan hasil
rapat konsultasi pimpinan pada prinsipnya dapat

meRyetujui, untuk itu tidak perlu dibacakan lagi .

PANITIA KHUSUS A { | s

Membacakan laporan hasil pembahasan PANSUS A
DPRD Kabupaten Demak Nomor 12/PANSUS
A.DPRD/VIII/ 2018 tanggal 20 Agustus 2018 dalam
rangka membahas :

Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di
Kabupaten Demak. > >

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kami sampaikan kepada juru
bicara Panitia Khusus A yang telah membacakan

laporannya.

Kesempatan berikutnya kami persilahkan

kepada juru bicara Panitia Khusus C untuk -

menyampaikan laporannya. Dipersilahkan.

PANITIA KHUSUS C ( )

Membacakan laporan hasil pembahasan PANSUS C
DPRD  Kabupaten Demak Nomor 5/PANSUS
C.DPRD/VIII/ 2018 tanggal 20 Agustus 2018 dalam
rangka membahas :

Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar
Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan,



IMPINAN RAPAT :

Terima kasih atas pembacaannya.

Selanjutnya berkaitan dengan pengambilan

keputusannya kami tawarkan kepada segenap

nggota DPRD dan mohon jawaban secara tegas :

‘APAKAH KEPUTUSAN DPRD TENTANG
ERSETUJUAN DPRD KABUPATEN DEMAK
TERHADAP RAPERDA KABUPATEN DEMAK DAN
NCANGAN PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA
DPRD BERSAMA BUPATI DEMAK TERHADAP
PERDA KABUPATEN DEMAK YAITU :
1. Raperda tentang Pe_nyeljenggaraan Usaha
Hiburan di Kabupaten Demak;
. Raperda tentang Penataan dan Pembinaan
Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko

Swalayan;

UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN
§DAERAH KABUPATEN DEMAK SEBAGAIMANA
TELAH DIBACAKAN OLEH SEKRETARIAT DPRD
DAPAT DISETUJUI ? * ;

7
Peserta rapat DPRD dan hadirin yang
berbahagia,

Selanjutnya akan dibacakan rancangan
Keputusan DPRD tentang Pérsetujuan DPRD
Kabupaten Demak terhadap 2 (dua) Raperda
Kabupaten Demak untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah dan Rancangan Persetujuan
bersamna antara Bupati' Demak' dan DPRD
Kabupaten Demak terhadap Raperda Kabupaten

Demak.
Kepada Sekretariat DPRD, kami persilahkan.

SEKRETARIAT DPRD ( ..ccccco0ms0000000 ).

Membacakan rancangan Keputusan DPRD
tentang Persetujuan DPRD Kabupateﬁ Demak
terh@dap Raperda DPRD untuk ditétapkan menjadi
Peraluran Daerah dan rancangan Pers‘etujuan
bers@ma  antara Bupati Demak 'dan DPRD

KabWpaten Demak terhadap Raperda Kabupaten

- Demak.
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PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sdr. Bupati Demak
yang telah menyampaikan pendapat akhir Bupati
Demak.

Peserta rapat DPRD dan hadirin yang kami

muliakan,

Untuk penandatanganan Keputusan DPRD
vang telah kita setujui, kami serahkan kepada

pembawa acara, dipersilahkan.

PEMBAWA ACARA (Siswati Tri Pujiastuti, S.8.}:

- Hadirin yang kami hormati
-  Penandatanganan: .

1. Rancangan Kepuwsan DPRD KQbupaten
Demak tentang Persetujuan terhadap Raperda
Kabupaten Demak;

2. Rancangan Persetujuan Bersama DPRD dan
Bupati Demak Terhadap Rancangah Perda
. Kabupaten Demak;

Sebelumnya mohon berkenan kepad® Ketua

beserta Wakil Ketua DPRD serta Bupatl beserta

Wakil Bupati Demak, untuk menempatkan diri;

Hadirin dimohon berdiri;

ANGGOTA DPRD SECARA AKLAMASI MENJAWA:
: SETUJU,

PIMPINAN RAPAT :

- Terima kasih atas.persetujuannya, .

Peserta rapat DPRD dan hadirin yamg
berbahagia,

Setelah persetujuan oleh DPI‘QD terhadap- 2
(dua) Raperda Kabupaten Demak, selanjutnya kamy
berikan kesempatan kepada Yth. Sdr. Bupati
Demak untuk menyampaikan. pernidapat akhmr
Bupati Demak atas persetujuan dimaksud. |

Untuk itu dimohon kepada segenap hadirim

untuk mendengarkan dengan seksama.

Kepada Yth. Bupat} Demak, dipersilahkan.

BUPATI DEMAXK (H.M. Natsir ) @

Menyampaikan pendapat akhir Bupati Demak
terkait dengan persetujuan terhadap  Raperda .

Kabupaten Demak.
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PariApurna DPRD hari ini, demikian juga terima
kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang
telah membantu kelancaran jalannya 'rapat
Paripurna DPRD  hari ini. Semoga Allah
Subhanallahu Wa Ta’ala selalu memberikan ridlo-
Nya kepada kita semua, Aamiin, aamiin ya robbal
alamiin.

Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillaahi
robbil  ‘alamiin Rapat Paripurna ke-25 DPRD
Kabupaten Demak Masa Sidang ke-2
Fahun 2018 kami nyatakan ditutup. '

Dok...dok...dok.....

Terima kasih atas perhétiannya.
Wallahu Mmuwafiq illa agwa mithariq.
WasSalamu’alaikum Wr. Wh.

~ Demak, Jumat 31 Agustus 2018

g " 3 »

11

- Penandatanganan Pertama, Keputusan DPRD
oleh. Ketua DPRD Kabupaten Demak, Yth. Bapak
H.NURUL MUTTAQIN,SH.I.MH, dipersilahkan;

- Penandatanganan Kedua Persetujuar Bersama
DPRD dan Bupati Demak;

- Penandatanganan pertama oleh Ketua DPRD
Kabupaten Demak, Yth. Bapak H.NURUL
MUTTAQIN,SH.I.MH, dipersilahkan;

- Penandatanganan kedua oleh Bupati Demak, Yth.
Bapak H.M., NATSIR. dipersilahkan;

- Penandatanganan selesai, Bupati Demak dan
Wakil Bupati Demak, Ketua dan Wakil Ketua
DPRD , dipersilahkan kembali ketempat; ‘

- Hadirin dipersilahkan duduk kembali;

- Acara -selanjutnya kami kembalikan kepada
Pimpinan Rapat, terima kasith.

PIMPINAN RAPAT :

‘Demikianlah tadi rangkaian acara rapat
Paripurna DPRD dalam rangka Pe_rs"etujuan
Bersama DPRD Demak terhadap Raperda
Kabupaten Demak dapat berjala}l dengan tertib dan

lancar,

Kami mengucapkan terima kasih kepada

seluruh peserta rapat yang dengan tekun dan

“pennuh perhatian mengikuti -jalannya Rapat



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATESN DEMAK

PIMPINAN RAPAT

= L




'DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DEMAK

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45, DEMAK - KODE POS 58516
Telepon (0291) 685577, 685877 Facsimile 681480
WebS|te http //www demakkab go.id, Emalldprd@demakkab go. Id ]

DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK
PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2018

NUR FADLAN, S.Ag.

Drs. H. SYAFIl AFANDI, S.Pd.

HARI : JUMAT
TANGGAL : 31AGUSTUS 2018
PUKUL  : 13.00 WIB S/D SELESA
TEMPAT  : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK
ACARA  : RAPAT PARIPURNA KE-25 DENGAN ACARA PERSETUJUAN BERSAMA
DPRD DAN BUPATI DEMAK TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA UNTUK
DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NO. NAMA . TANDA TANGAN KET
1 2 3 4
(CUH. NURUL MUTTAQIN, SH.I, MH. 1
2|NURYONO PRASETYO, SE. 2
("3|H. MUNTOHAR. s Iz .
( $IH. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE. ! s W\~
5|H. NURULLAH YASIN, S.Pd.| N 5 = | =\
. (BIKASTAMAH. U o @hnl]r......
7|ULIN NUHA, S.Pd.l. 7 .|
l ARSIDI, ST, MT. 8 "
%i]. CHURUN CHALINA SILFIYA, S.Pd.l. g/f(/%/f/f:%
10
11
(12

H. GHOZALI, S.Pd.[.

o

HERMIN WIDYAWATI, S.Pd.

ROBERT FRENDY KURNIAWAN.

aj%

YUDO ASTIKO, S.Pd., MM.

—
[@)]

SUNARI, SH.

Hj. IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom. |~ ol

INUR WAHID, SH.L. N 1

Sl

H. SANIPAN.

20

H. BUDHI ACHMADI, SE. . 20 Lo

21

Pl

H. ALI SUBHAN, S.Ag. LI

22

H. MUTHI KHOLIL, A.Md. 22

.....................

23

MUHAMMMAD ABDUL MALIK, S.Ag. 23

MARWAN. 24

™

(25)HMAD MANSUR, SE. 5 SHPE

A

DANANC SAPLITRO SH i 5 T




NO. NAMA TANDA TANGAN KET
- 2 £ ) 3 4
| (2Z)TATIEK SOELISTIJANI, SH. 2747 //,}f}zw ________ :
| 28[FaozAN. v 28
(28]H. SUGIHARNO, SP. 29 Qﬁ/

H. AHMAD MUDHOFAR, SE.

SUHADI.

30|KHOERON, M.Pd.I. / 30 e
31|H. SONHAJ!, SH. N o .

(33/H. SUDARNO, S.Sos. A0 32 A
33)H. ARIFIN, S.Pd.. Bz T )

/34JH. ABU SAID, S.Pd.L. ‘ NECERY =
(B5DATIFAH, 2>

1 36[H. sABIQ HAMBAL o U
(37JH. ROZIKHAN ANWAR, SH. (lr S .. L, ] 2
& a7
(39

SAFUWAN, SP.

KAMZAWI, S.Ag.

GUNAWAN.

MUHAMMAD YASIN,

IBRAHIM SUYUTI, SH.

.....................

H. NGASPAN, A.Md.

FATKHAN, SH.

ra. SUSI ALIFAH.

H. FARODLI, S.Pd.l.

| 49JAGUS HARYONO, S.Sos. 9 {/ ...... /T—f’/ﬁ
(50JAPRILLIA RAHMAWATI, S.Pd. so NV o
N

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DEMAK

PIMPINAN RAPAT,

—+-
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DEMAK

JI. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571
, Telepon (0291) 685577 Faxlmlle (0291) 681480 ,
Website : dprd. demakkab.go.id e-mall dprd demakkab@gmall com.

Jum'at

Hari
Tanggal 31 Agustus 2018 .
Jam : *.13.00 WIB |
Tempat " Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
Acara Rapat Paripurna Persetujuan 2 (dua) Raperda Kabupaten Demak Dan Rapat Parlpurna
Penyerahan KUA PPAS APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 dan KUA PPAS
: Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 I
NO. NAMA KANTOR NAMA JABATAN TANDATANGAN | KET
1. | SEKRETARIS DAERAH KAB. 1.
___|DEMAK :
2. | SEKRETARIS DPRD DEMAK T A
3. | INSPEKTORAT | N [\1\6‘5’9[ a‘rr il
4. | ASISTEN I ST o {0\ N
. 3 B 1 Ay ) — :
5. | ASSISTEN I b/U LAV % s \K -
6. | ASSISTEN 1 | R 1 . 6. n
STAF AHLI HUKUM DAN P T PR IR A
| PEMERINTAHAN | - AU IR 7l
8. | STAF AHLI Df/\/‘ [ _/HN ,4 o ” ﬂ 8. W1 -
___| BID.PEMBANGUNAN, PERKO. LA - b L
9. [STAF AHLI BIDANG, SDM . fa S , % 9, LL 1 -
DAN KESRA MUDNM? } ( W i
— _ ‘ : —c — —
0. | DINAS PENDIDIKAN DAN .,(. ¥ ~ L o X
'KEBUDAYAAN SOA Gl e | o, “ i o
. K - - . . . - .L. \
. | DINAS KEPEMUDAAN DAN 11 ¥ C . _
__| OLAHRAGA - At Hads (&\’-b%:w&- A L\ |
2. | DINAS PARTWISATA 15 hhﬁmﬂ[n 1raglerin | }" |12 ':Kj S
3. | DINAS KESEHATAN guw {fV( A '13%7 A Y
4. '| DINAS SOS P3PA Takrw YR . 14. %\
5. | DINAS KEPENDUDUKAN DAN C;@j J4 4 )Am St 1.5_4\_ R
__| PENCACATAN SIPIL. T | .
§. DINAS PERMADES, P2KB 0_‘“"?% Ly By, e 0(,;_
7. | saTPOL PP AT"KC Py Al] ek 17.m A T
. | DINAS PM DAN PELAYANAN BN < R XN
* | TERPADU SATU PINTU Wndrn Yepuu-| I L M
). | DINAS PERDAGANGAN, ZUAR I/ KAl 19. %\, |

KOPERASI, UKM.




20.

DINAS TENAGA KERJA DAN

PERINDUSTRIAN fvirarrary Re k. » %
21, | DINAS PU TARD hsa 7 e 21.% ’
22. | DINAS PERKIM Biud o in ) f\u 22, ] .
23. | DINAS PERHUBUNGAN 'DU | W (Z(é_ : W.Q | v
24. | DINAS LIKUNGAN HIDUP ’ - y | I |24 /é
25. | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN m& D\ZM_RJ:H 257 ) // -
26. | DINAS LUTKAN A/WKW/Q Diep = s c% |
~ v £
z:. ﬁg:}f;gﬁ%ﬂkqﬂ DAN Tt 1&_ 27. % D
28, | DINAS KOM INFO |D — K .V 28,\ l/
5. | BAG. TATA PEMERINTAHAN | 29. /
0. | BAG. HUMAS m ]Lqﬁll% . | 30, ?L
1 | BAG. HUKUM Ao, H- 'Li« - 3L /Q« / |
2. | BAG. PEREKONOMIAN ‘le(\o ny _Fﬁkﬂ o G
vt el L oYl N Sl R
4. | BAG. KESRA ﬁ"/‘/\\/‘q @V L L}/M
;s. BAG. ORPEG: ‘WL\ E‘f‘(u‘m [ﬁn@ﬁ 35, wqu / N
5. | BAG. KEUANGAN Az 4 le, . doC
7. | BAG. UMUM Dun Adia  |Kaby A %j o
5. | BKPP KaB. DEMAK- m <ao ) 38 g |

BPKPAD KAB. DEMAK

0. | BAPPEDA LITBANG w @ [C\_ﬁ-ﬁ,v 4 // 40, /o[
1. | BPN KAB. DEMAK gtlfl#b\ Hish  Yn Rog |4 & /_%

2. | BPS KAB. DEMAK AQNS S Mopee taludle . I/
5. | BPBD KAB. DEMAK %ﬂk\' J |kagid PE— 43. ¢ . o
. | xan, KESBANGPOL /xous - o / o 44, P

5. | kan. kEMENAG KAB.DEMAK | MpCKavay ks w \

5. | KAN. PATAK PRATAMA DMK | | 5 |4

}. KAN, PENGADILAN AGAMA | M a'of ISP | W . y
é. RSUD SUNAN KALIJAGA. NA;H‘&L'—\JJ st | 48, y
. | kpup DEMAK N ools s Z% ' 49, //‘ 7

. | SEKRETARIS KPUD DEMAK / N ’; 50.

] .BPD JATENG CAB. DEMAK s 51. JP/

NDT‘O%,@@\/G




52. |PDAM | 52,

5. |RUTAN 53.

s4. |PLN s

- . (/‘ﬁ-\ ..

55. |upPPD 5.

, | Por | Sy (=P |

56. | KECAMATAN DEMAK Hew 1 q,_‘g_ag \;LO)W - . ( M |

| ~ > e—

57. | KECAMATAN BONANG Qoo | (28 |5 % mJ

: . i -

8. | KECAMATAN WEDUNG Hp "Z"‘*H&\)S)AK \M«&\'-t il 58. .

. | KECAMATAN KARANGANYAR | fugyy g, jorn | pe. IWM m‘—ssv}/ﬂ‘ ﬁﬁ

| ‘ 7 v
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' DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
o KABUPATF\*J "DEMAI(

Telepon (0291) 685577 Fax1m11e (0291) 681480

Websxte dprd demakkab go id, e-mail : dprd demakkab@gmaxl com

‘Nomor  : 005/4.aF
Lampiran : - ‘

Perihal * : UNDANGAN.

-

- DI-

7 D’emak ,;z? Agustus 2018
KEP AD A YTH '

..."--.o..-._....-..'---.-.'....‘.'u.-..- ........

 PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK . ..

| 'EMA‘K:.-_'_ N

'Dibefiialiukén dengan 'hOﬁnat bahwa' ; Dewan Perwakllan Rakyat Daerah

Kabupaten Dernak akan menyelenggarakan Rapat Panpurna

| Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kg;hadﬁan .'SaUdar'zf';':gda': ' .'

Hari : Jumaf . .-
Tanggal * : 31 Agistus 2018 -
Pukul ':.13 15. WIB.

Tempat : Ruang Rapat Panpurna DPRD Kabupaten Demak

_ - Acara - ': 1, Rapat Panpurna Persetujuan 2 (dua) Raperda Kabupaten Demak .
i I ) Rapst Panpurna Penyerahain KUA PPAS. APBD, Kabupatén Demak Tahun, '

“Tahun Anggaran 3018,

: Anggaran 2019. dan KUA PPAS Perubahan APBD Kabupaten Demak' _‘

Pakalan "1 PS. R’ (Pakalan Slpll Rcsrm)

° . Demikian untuk .mqnjadikan' maklum dan atas' kéhadirar_mya' : dlsampalkan tgrilﬁa

kasih,

- DEWAN PERWA LAN RAKY AT DAERAH '

Tembusan Kepada Yth;: -
1. Bupati Demak.
i 2. Arsip.

o KAB'U ?.\;TEN DEMAK -




L

PIMPINAN.DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

- KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN DI KABUPATEN DEMAK
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

Menimbang : a. bahwa pada rapat Paripurna tanggal 4 Juni 2018 masa
sidang II (Kedua) Tahun 2018, DPRD Kabupaten Demak
telah menyerahkan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Demak kepada Bupati Demak, dimana salah
satunya adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Demak tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di
Kabupaten Demal; '

b. bahwa Pansus A DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang II
(Kedua) Tahun 2018 telah menyelesaikan pembahasan dan
penyempurnaan terhadap Rapcrda sebagaimana tersebut
pada huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
pada huruf a dan huruf b dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak
terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak
tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten
Demak untuk dltetapkan menjadi Peraturan Daerah. >

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
: Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan; ' ' '
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

A

4. Undang-Undang Nomor ‘23 Tszhun 2014 “tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah ‘beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

S. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman _Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang

. . . y
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Demak .Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

1, Lapcira;l Panitia Khusus A Nomor : 12 /PANSUS.A-
DPRD/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018;

2. Laporan hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama
Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Badan Pembentukan Perda
dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak
serta Pimpinan Panitia Khusus A dan C membahas 2 {dua)
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor :
8/LAP.PIMP/DPRD/2018 tanggal 24 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN:

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak
tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak
untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Demak berkewajiban menyelesaikan

‘perubahan dan koreksi atas Raperda tentang Penyelenggaraan

Usaha Hiburan di Kabupaten Demak, sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU selaras dengan penyesuaian: dan
perubahan sebagaimana tertuang pada Laporan Panitia Khusus
A Nomor @ 12/PANSUS.A-DPRD/VII[/2018 tanggal 20 Agustus
2018 dan Laporan hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD
bersama Ketua ~ Ketua Fraksi, Pimpinan Badan Pembentukan
Perda dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten
Demak serta Pimpinan Panitia Khusus A dan C membahas 2
(dua) Rancangan Peraturan Daerah Kébupaten Demak Nomor :
8/LAP.PIMP/DPRD/2018 tanggal 24 Agustus 2018.



KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 31 Agustus 2018




BERITA ACARA . )
NOMOR 41/PB TAHUN 2018

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DEMAK DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
" TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN DI KABUPATEN DEMAK
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada hari ini Jumat tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu
delapan belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H.M. NATSIR : BUPATI DEMAK, dalam hal ini
; + bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Demak yang
beralamat di JI. Kyai Singkil Nomor 7
Demak, selanjutnya - disebut sebagai
PIHAK PERTAMA

2. NURUL MUTTAQIN * KETUA DPRD Kabupaten Demak,
dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Demak, selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA

¥

menyatakan bahwa ;

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui 'Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Demak tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di
Kabupaten Demak, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana

tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyelenggaraan

Usaha Hiburan di Kabupaten Demak sebagaimana tertuang pada catatan - .

terlampir Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi
atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang
Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak selaras dengan

penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir

Berita Acara ini.




. PIHAK PERTAMA segera menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah
untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah
ditandatanganinya Berita Acara ini, dan mengirim tembusan suratnya

kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah
pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya.

]

Demak, 31 Agustus 2018

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
BUPATI DEMAK,

. NATSIR




L%

PIMPINAN-DPRD KABUFATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG ' ’

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT

' PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

Menimbang . a. bahwa pada rapat Paripurna tanggal 4 Juni 2018 masa
' sidang 1l (Kedua) Tahun 2018, DPRD Kabupaten Demak
telah menyerahkan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Demak kepada Bupati Demak;

b. bahwa Pansus C DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang II
(Kedua) Tahun 2018 telah menyelesaikan pembahasan dan
penyempurnaan terhadap Raperda sebagaimana tersebut
pada huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
pada . huruf a dan huruf b dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun' 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak
terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak
tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah. ’

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor S Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen;

4. Undang-Undang Nomor.26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas; "

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Perdagangan; . o
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang
Kemitraan;

Peraturan' Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang’
Waralaba;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun
2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; :

Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  70/M-
DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan
Toko Modern sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Demak Tahun 2011-2031;

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

Memperhatikan : 1. Laporan Panitia Khusus C Nomor : .05/PANSUS.C-
DPRD /VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018;

2. Laporan hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama
Ketua — Ketua Fraksi, Pimpinan Badan Pembentukan Perda
dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak
serta Pimpinan Panitia Khusus A dan C membahas 2 (dua)
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nothor :
8/LAP.PIMP/DPRD/2018 tanggal 24 Agustus 2018,



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak
tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Demak berkewajiban menyelesaikan
perubahan dan koreksi atas Raperda tentang Penataan dan
Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko
Swalayan, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana
tertuang pada Laporan Panitia Khusus C Nomor
05/PANSUS.C-DPRD/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dan
Laporan hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua
- Ketua Fraksi, Pimpinan Badan Pembentukan Perda dan
Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak serta
Pimpinan Panitia Khusus A dan C membahas 2 (dua)
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor
8/LAP.PIMP/DPRD/2018 tanggal 24 Agustus 2018.

Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 31 Agustus 2018




3.

BERITA ACARA J
NOMOR 43/PB TAHUN 2018

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DEMAK DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
” TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO SWALAYAN
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada hari ini Jumat tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu
delapan belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini : ’

1. H.M. NATSIR , : BUPATI DEMAK, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Demak yang
beralamat di Jl. Kyaj Singkil Nomor 7
Demak, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA

2. NURUL MUTTAQIN ! KETUA DPRD Kabupaten Demak,
dalam hal ini Dbertindak untuk dan
atas nama Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Demak, selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA

)

menyatakan bahwa :

I. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Demak tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat,
Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dengan penyesuaian dan

perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penataan dan
Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.
}

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi
atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penataan dan
Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan selaras
dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan

|
terlampir Berita Acara ini. 1



4. PIHAK PERTAMA segera menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah
untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah
ditandatanganinya Berita Acara ini, dan mengirim tembusan suratnya

kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah
pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya.

)

Demak, 31 Agustus 2018
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
BUPATI DEMAK,
¢

H.\M NATSIR




Menimbang

C

Mengingat

Memperhatikan

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD. KABUPATEN DEMAK

PROVINSI JAWA, TENGAH

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABL_JPATEN DEMAK

NOMOR 12 TAHUN 2018
- TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DEMAK TAHUN 201 8

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK

: 4. bahwa’ Badan Musyawarah -merupakan alat kelengkapan Dewan'

Perwakllan Rakyat -Daerah yang. bersifat tetap yang bertugas
menetapkan agenda Dewan Perwakllan Rakyat Daerah untuk 1. (satu)

tahun sidang, 1 (satu) masa . persldangan atau sebagian dan suatu .
masa permdangan '

. bahwa setiap agenda keglatan Dewan Penuakllan Rakyat Daerah -

didasarkan- pada hasﬂ rapat: Badan Musyawarah Dewan Perwakllan

’ Rakyat Daerah; . :
. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dlmaksud pada hurufa

dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan ‘Badan Musyawarah

Dewan Perwakilan' Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Jadwal -

Kegiatan Dewan- Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun
201 8 : S . .

. 1. Und‘ang—Undang Nb’n"nbr 13 Tahun' 1950 tentang Pembentu'kari Daérah-'
“Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
. Undang-Undang Nomor 12. Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah‘
. .sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir..dengan Undang- :
. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan’ Kedua atas Undang- _

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah

4.. Pératuran Menten Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah; - R
. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran F’endapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;

. “Peraturan Bupati Demak Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penjabaran. -

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun-
Anggaran 2018; ' .
Peraturan Dewan’ Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor -
1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :
Kabupaten Demak ..

: Rapat Badan Musyawarah Dewan PenNakllan Rakyat Daerah Kabupaten'
Demak tanggal 16 Agustus 2018. - :



| MEMUTU"S}{AN:’

‘Menetapkan - : .
KESATU . Jadwal keglatan Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten Demak
sebagal berikut : : .
1. Rapat Pamtla Khusus A, dan C membahas 2 : Senin
" (dua) Raperda Inisiatif 20 Agustus
- Raperda tentang Penyelenggaraan’ Usaha 2018
‘Hiburan di-Kabupaten Demak.
- Raperda tentang Penataan, Pembinaan dan
Pengawasan Pasar “Tradisional, 'Pusat
Petbelanjaan dan Pasar Modern.
Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun
. 2017 tentang Tata Tert;b DPRD
2. Rapat Konsulta31 lepman DPRD bersarna T Kamis
Ketua - Ketua Fraksi, Ketua Badan 23 Agustus
Pembentukan Raperda dan ‘Ketua Badan . 2018

Kehommatan DPRD Kabupaten Demak- serta
C'ﬁ ' ' '.lepman Panitia Khusus A, dan C ménibahas
2 (dua)  Raperda Inisiatif, Perubahan

Peraturan -DPRD Nomor 1 Tahun 2017-

tentang Tata Tertib DPRD

3. a. Rapat . Paripurna Persetujuan 2 (dua)
' Raperda Inisiatif .
- Raperda tentang - Penyelenggaraan
:Usaha Hiburan di Kabupaten Demak.

- Raperda tentang Penataan, Pembinaan :

dan Pengawasan Pasar -Tradisional,
‘Pusat Perbelanjaan dan Pasar Moderh. -

Rapat’ Paripurna.tentang’ Perubahan

Peraturart DPRD nomor 1  Tahun 2017

tentang Tata Tertib _DPRD Kabupaten

Demak

()

b Rapat Panpuma Penyerahan KUA PPAS
APBD Tahun Anggaran 2019

C. Rapat Paripurna Penyerahan KUA PPAS
Perubahan . APBD Kabupaten Demak
~Tahun Anggaran 2018.

4, a. Rapat Frak31 - fl'akSl membahas KUA :
PPAS Perubahan APBD Kabupaten

Demak Tahun Anggaran 2018

b. Rapat Fraksn - fraksu membahas KUA

PPAS APBD Kabupaten Demak Tahun

Anggaran 2019

(Pukul : 13.00) |

Jumat:
31 Agustus
2018

' (Pukul ; 09.00) -

Senin
3 September '

. 2019 Pukul 3
09 00 s/d 14 00

" Pukul : 15.00

s/d se_le_sai



&

5.

10.

a. Rapat Badan Anggaran membahas KUA :

PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2018

. Rapat Badan Anggaran membahas KUA

PPAS Tahun Anggaran 2019

. Rapat Paripurna Istimewa Pengganti Antar

Waktu ( PAW )

. Rapat Paripuma Pelaporan Hasil Reses Masa

‘Sisang Il Tahun 2018 ( Internal)

. Rapat Komisi — Komisi DPRD membahas :

KUA PPAS Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2018 -

. Rapat Komisi — Komisi DPRD membahas

KUA PPAS PPAS APBD Tahun
Anggaran 2019
. Rapat Badan Anggaran membahas :

KUA PPAS Perubahan APBD Tahun:

Anggaran 2018

. Rapat Badan Anggaran membahas
KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2019

. Rapat Pimpinan Badan Anggaran dan

TAPD Kabupaten Demak membahas KUA
‘PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran
2018 '

. Rapat Pimpinan Badan Anggaran dan

TAPD Kabupaten Demak membahas KUA
PPAS APBD Tahun Anggaran 2019

a,Rapat Pimpinan DPRD bersama Tim
‘Anggaran Kabupaten Demak dan Pimpinan

Komisi A, B, C dan D dalam rangka
Penyelarasan KUA PPAS Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2018

b.Rapat Pimpinan DPRD bersama Tim

Anggaran Kabupaten Demak dan Pimpinan
Komisi A, B, C. dan D ° dalam rangka
Penyelarasan KUA PPAS APBD Tahun
Anggaran 2019

Selasa & Rabu
4 &5
September
2018
Pukul : 09.00
s/d 14.00

Pukul : 15.00
s/d selesai

~ Kamis
" 6 September
2018

Jumat s/d
Jumat 7 s/d
21 September

2018 Pukul :

09.00 s/d 14.00

Pukul : 15.00
s/d selesai

Senin
24 September
2018
Pukul 08.00
s/d14.00

Pukul: 15.00
s/d selesa

Selasa
25 September
2018
Pukul : 09.00
s/d 14.00

Pukul 15.00 s/d
selesai

Rabu
26 September
2018
Pukul : 09.00
s/d 14.00

Pukul : 15.00
s/d selesai




KEDUA

_ KETIGA
KEEMPAT

KELIMA

* KEENAM

S

- KETUJUH

11. a.Rapat Panpurna PerSetujuan' dan - Jumat
Penandatanganan =~ MoU ' Kesepakatan 28 September .

bersama antara’ DPRD dan Bupati Demak 2018
terhadap KUA PPAS Perubahan APBD .
Tahun Anggaran 2018 (Pukul : 09.00)

' 'b.R,apat .Paripuma Persetmuan DPRD '.
Kabupaten Demak ~ terhadap KUA PPAS _

.. APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran_ .
2019 S

: KUnj'ungan kerja Badan Anggaran Badan Musyawarah Badan Kehormatan

dan Badan Pembentukkan Raperda ke Luar Provms: tanggal 27 s/d 30
Agustus 2018.

: Kunjungan kerja Komts: B dén C DPRD Kabupaten Demak ke Dalam'

Provinsi tanggal 12s/d 14 September 2018

: Kunjungan kerja Komisi — komisi DPRD Kabupaten Demak ke luar pulau'

tanggal 1 s/d 5 Oktober 2018

: Alat-Alat Kelengkapan Dewan Pef\uakilah_.-Rakyat Dae_rah Kabupaten
‘Demak dapat melaksanakan tugas dan_kegiatan-pada har-hari di luar =~

jadwal yang telah d:tentukan dalam. Keputusan ‘Badan- Musyawarah ini,
dengan ‘seljin Pimpman Dewan Pelwakllan Rakyat Daerah Kabupaten .‘
Demak, . -

: Perubahan jadwal keglatan Dewan Pemrakllan Rakyat Daerah yang bers1fat, |

pergeseran waktu pelaksanaan. kegiatan, = dapat ditakukan melalut'_u
Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

: Keputusan Badan Mueyewara'h ini mulai beriaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak - .

. Padatanggal 16 Agustus 2018
DPRD KABUPATEN DEMAK
KETUA, | .

NURUL, UﬁAQlNﬂ{ o




LAPORAN HASIL RAPAT KONSULTASI
PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK

BERSAMA KETUA-KETUA FRAKSI, KETUA BADAN KEHORMATAN,
KETUA BAPEMPERDA SERTA PIMPINAN PANSUS A DAN C DFRD
KABUPATEN DEMAK

NOMOR 8/LAP.PIMP-DPRD/2018

TENTANG

. PEMBAHASAN 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF

DAN PERUBAHAN PERATURAN DPRD NOMOR

1 TAHUN 2017 TENTANG TATA TERTIB DPRD
KABUPATEN DEMAK |

DEMAK, 24 AGUSTUS 2018



LAPORAN HASIL RAPAT KONSULTASI PIMPINAN DPRD

BERSAMA KETUA-KETUA FRAKSI, KETUA BADAN KEHORMATAN,
KETUA BAPEMPERDA SERTA PIPMPINAN PANSUS A DAN C DPRD

KABUPATEN DEMAK

DALAM RANGKA PEMBAHASAN 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF .DAN
PERUBAHAN PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG TATA

W——

TERTIB DPRD KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 8/LAP.PIMP-DPRD/2018

. PENDAHULUAN
A. DASAR :

1.
2.
3.

© N O o

10.
11.
12.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangtinan
Kepariwisataan Nasional;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 20077 tentang Perseroan Terbatas;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun

2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

B. TUJUAN :

Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua — Ketua Fraksi, Ketua Badan

Kehormatan dan Ketua Bapemperda serta Pimpinan Pansus A dan C DPRD Kabupaten

Demak bertujuan menyelaraskan hasil pembahasan 2 (dua) Raperda |nisiatif dan
Perubahan Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata tertib
DPRD Kabupaten Demak.

: C. JENIS DAN SIFAT RAPAT :

Jenis rapat adalah Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD dan bersifat terbuka.

D. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT :

Rapat dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2018 bertempat di ruang rapat

Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.




E. PESERTA RAPAT:

Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD dihadiri oleh:

1. H. Nurul Muttagin, S.HI, MH.
H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE.
Kamzawi, S.Ag.

Yudo Astiko, S.Pd, MM.

2.

3

4

5. H. Ghozali, S.Pd.|
6 H. Abu Said S.Pd.l.
7. H. Farodli, S.Pd.l.
8. M.A. Malik, S.Ag.

9

H. Churun Chalina Siffiya, S.Pd.l.

Dari Sekretariat DFRD, sebagai berikut

10. Drs. Trisno Eddie Djatmiko, MM
11. Yulianto, SH

12.  Setiani Puji Astuti, S.Sos.

13. Budhi Prabowo, S.Kom

14.  Heri Adi Nugroho

F. SISTEMATIKA LAPORAN :

Ketua DPRD.

Wakil Ketua DPRD.

Ketua Fraksi PKS

Ketua Fraksi Golkar

Ketua Fraksi PKB

Ketua Fraksi PPP

Ketua Fraksi Amanat Demokrési
Sekretaris Pansus C

Ketua Bapemperda

Sekretaris DPRD

Kabag Persidangan dan Per-UUan
Kasubbag Alat Kelengkapan Dewan
Kasubbag Rapat dan Risalah

Pelaksana

Laporan hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Kabupaten Demak bersama

Ketua—Ketua Fraksi, Ketua Badan Kehormatan, Ketua Bapemperda dan Pimpinan

Pansus A dan C DPRD Kabupaten Demak disusun dengan sistematika sebagai berikut :

l. PENDAHULUAN;

II. MATERI DAN HASIL RAPAT,;
I1l. KESIMPULAN;

V. PENUTUP.

|
[i. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN
A. MATERI RAPAT :

Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua—Ketua Fraksi, Ketua Badan

Kehormatan, Ketua Bapemperda dan Pimpinan Pansus A dan C DPRD Kabupaten

Demak, menyelaraskan hasil pembahasan 2 Raperda Inisiatif, sebagai berikut :

Pansus A

- Raperda Pengelolaan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak

Pansus C




Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD

Kabupaten Demak.

B. HASIL PEMBAHASAN :

1.

Pansus A menyampaikan Laporan Panitia Khusus A Nomor 12/PANSUS.A-
DPRD/VIII/2018 tentang Pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha
Hiburan di Kabupaten Demak. Dalam rapat pimpinan disepakati terdapat
penyesuaian pada Pasal 10 ayat 1 huruf f “ menerima pengunjung yang
berseraganm sekolah, berseragam pegawai negeri sipil dan berseragam TNI/POLRI
“ dan di pasal Penjelasan pada pasal 4 ayat 3 “ Hotel Bintang 5 yang menyediakan
fasilitas karaoke, harus berjarak 5000 meter dari tempat ibadah. pondok pesantren,
lembaga pendidikan, sekolah dan rumah sakit. Hotel bintang 5 yang tidak
menyediakan fasilitas karaoke tidak harus berjarak 5000 meter dari tempat ibadah,
pondok pesantren, lembaga pendidikan, sekolah dan rumah sakit “.Setelah dilakukan
penyesuaian sebagaimana tersebut, rapat pimpinan menyetujui Raperda dapat

diparipurnakan;

2. Pansus C menyampaikan, sebagai berikut :

- Laporan Panitia Khusus C Nomor 05/PANSUS.C-DPRD/VIII2018 tentang
Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
Dalam rapat pimpinan disepakati terdapat penyesuaian pada Pasal 8 huruf b &
Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berjarak paling sedikit 500 m (lima ratus
meter) dari Pasar Rakyat yang telah ada " dan Pasal 17 ayat 1 huruf a * Untuk hari
Senin sampai dengan Jumat, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB *
dan huruf b “ Untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul
23.00 WIB “ . Setelah pembahasan tersebut, rapat pimpinan menyetujui Raperda
dapat diparipurnakan;

- Perubahan tentang Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib
DPRD Kabupaten Demak masih perlu penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi,
Kabupaten dan K'ota.

C. KESIMPULAN

Setelah diadakan rapat konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua—Ketua Fraksi,

Ketua Badan Kehormatan, Ketua Bapemperda dan Ketua Pansus A dan C DPRD

Kabupaten Demak maka dapat disimpulkan bahwa Rapat Konsultasi Pimpinan dapat

menyetujui Rancangan Peraturan Daerah yang akan diparipurnakan, yaitu : Raperda
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tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak dan Raperda Penataan

dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

. PENUTUP

Demikian laporan hasil rapat konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua—Ketua
Fraksi, Ketua Badan Kehormatan, Ketua Bapemperda dan Pimpinan Pansus A dan C
DPRD Kabupaten Demak dalam rangka membahas 2 (dua) Raperda Inisiatif dan
Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2017 tentang tata Tertib DPRD Kabupaten

Demak. Semoga dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Demak ke depan.

: Demak, 24 Agustus 2018
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

Ketua,

H. NURUL MU QIN, SH.I, MH.




~APORAN PANITIA KHUSUS A DPRD KABUPATEN DEMAK
DALAM RANGKA MEMBAHAS RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN
USAHA HIBURAN DI KABUPATEN DEMAK

L UsAHAHIBRAN S e

NOMOR : 12/PANSUS.A-DPRD/VII/2018
TANGGAL 20 AGUSTUS 2018

A. DASAR ‘
1 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun

2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 29 Tahun
2018 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan 7 (tujuh) Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Demak dan 1 (satu) Peraturan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang |l (Kedua) Tahun 2018;

3. Keputusan Badan Musyawarah Dewan ‘Perwakilan Rakyat Daerah Kébupaten
Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018.

B. TUJUAN
Rapat Panitia Khusus A bertujuan untuk membahas dan menyempurnakan Raperda

tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak.

C. JENIS DAN SIFAT RAPAT
Jenis rapat adalah Rapat Pansus A dan bersifat tertutup.

D. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT
Rapat Pansus A dilaksanakan secara internal serta melaksanakan public hearing
- dengan masyarakat di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Demak. Rapat Pansus A
dilaksanakan pada tanggal 6 dan 20 Agustus 2018. Disamping itu juga melaksanakan
. Workshop pada tanggal 30 Juli — 1 Agustus 2018 di Yogyakarta. |

E. PESERTA RAPAT
Rapat Pansus A diikuti oleh Pimpinan dan Anggota Pansus A dan perwakilan ormas,
tenaga ahli serta pendamping dari Sekretariat DPRD Kabupaten Demak sebagai
- berikut :

NO NAMA JABATAN
1. | H. Abu Said, S.Pd.! Ketua Pansus A
‘2. | Dra. Susi Alifah Wakil Ketua Pansus A
3. | Suhadi Sekretaris Pansus A
‘14. |H. Ghozali, S.Pd.| Anggota Pansus A "
5. | H. Nurullah Yasin, S.Pd.! Anggota Pansus A




|

6." | Hj. Churun Chalina Silfiya, S.Pd.1 Anggota Pansus A
7. | Sunari, SH Anggota Pansus A
8. | Robert Frendy Kurniawan Anggota Pansus A
9. [ H. Ali Subkan, S.Ag Anggota Pansus A
10..1 Marwan Anggota Pansus A
11. | Tatiek Soelistijani, SH Anggota Pansus A
12. | H. Sonhaiji, SH Anggota Pansus A
_ 13."| H. Rozikan Anwar, SH Anggota Pansus A
14. | Safuwan, SP Anggota Pansus A
15. ! H. Ngaspan, A.Md Anggota Pansus A

Dari OPD dan perwakilan ormas yang hadir adalah

NO NAMA . JABATAN
1 | Afifur Rahman, SH, MH. g:ZI:J?{bui%grgiggaHgg;rngaerah pac{a
2 .| Muhtar Lutfi MUI Kabupaten Demak
3 | Akhmad Rowi MUI Kabupaten Demak
4 | Muchlas MUI Kabupaten Demak
5 M. Aminuddin PC NU Kabupaten Demak
6 M. Ajib PC NU Kabupaten Demak
7. | M. Yasin PC NU Kabupaten Demak
|8 | Fatur Rohman GP Ansor Kabupaten Demak
9 M. Mas'ud GP Ansor Kabupaten Demak
| 10 | Sri Sumarsih PC Muslimat Kabupaten Demak
11- | Fatimah PC Muslimat Kabupaten Demak
12 | Siti Nur H. PC Muslimat Kabupaten Demak .
13. | Suyitno PD Muhammadiyah Kabupaten Demak
14 | Suali PD Muhammadiyah Kabupaten Demak
15 .| M. Maskon PD Muhammadiyah Kabupaten Demak
16 | Siti Maemunah PD Aisyiyah Kabupaten Demak
17 | Muslikah PD Aisyiyah Kabupaten Demak
18. | Hamdanah A. PD Aisyiyah Kabupaten Demak
Tenaga Ahli .
NO NAMA _ JABATAN
1 Habib Muhsin Syafingi, SH, M.Hum. | Dosen UMM Magelang
2 Dr. R. Widodo Triputro, MM, M.Si Dosen APMD Yogyakarta
13 Drs. RY. Gatot Radityo, M.Si Dosen APMD Yogyakarta




Pendamping Pansus A

NO NAMA JABATAN
1 Sunardi, SH Kasubbag Kajian Hukum dan Perundang-undangan
2 lvan Astrianto Staf Sekretariat DPRD

. HASIL PEMBAHASAN
Perlu kami sampaikan bahwa Pansus A telah melakukan pembahasan dan

penyempurnaan terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di
Ka’bupaten Demak. Pada rapat ini kami melaporkan hasil pembahasan dan
penyempurnaan terhadap Raperda tersebut.

‘ ~ Adapun metodelogi  penyusunan laporan  hasil pembahasan "dan
penyempurnaan dengan format sebagai berikut :
I. Pendahuluan
- . Dasar Hukum
II. Hasil Pembahasan

IV.Penutup

I. Pendahuluan
Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten
Demak termasuk prioritas dalam Propemperda Tahun 2018. Seiring dengan
perkembangan Kabupaten Demak, maka bermunculan tempat-tempat hiburan yang
tentu menjadi salah satu daya tarik Kabupaten Demak. Namun disisi lain juga
menimbulkan kerawanan sosial dan dampak buruk bagi masyarakatnya. Melihat
kondisi demikian, perlu untuk dibuat suatu aturan penyelenggaraan usaha hiburan di
Kabupaten Demak sehingga dapat mewujudkan ketertiban dan ketentraman di

masyarakat.

.[l. Dasar Hukum Pembahasan

Nasar hukum pembahasan Pansus A DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda

tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak adalah sebagat

| berikut : .

1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
. 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

é. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk

Pembangunan Kepariwisataan Nasional.




Ill. Hasil Pembahasan

1.

Pada Pasal 1 angka 5, kata “dan/atau” dihapus dan diantara kata olahraga dan

serta disisipkan kata “/kebugaran”, sehingga Pasal 1 angka 5 menjadi berbunyi

“Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, olah raga/kebugaran, serta

" 'keramaian yang dapat ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut

" " atau tidak dipungut biaya.”

_ Ketentuan Pasal 1 angka 11 diubah menjadi

~ “Hiburan malam adalah usaha hiburan untuk iempat bersantai yang menyediakan

. fasilitas seperti musik, cahaya lampu, bar, dan lain-lain.”

. Pada Pasal 1 angka 12, kata “panti” dihapus, sehingga Pasal 1 angka 12

menjadi berbunyi
“Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan
tenaga pemijat yang terlatin.”

Ketentuan Pasal 1 angka 13 diubah menjadi

.. “Karaoke adalah kegiatan menyanyi dengan dukungan sound system tanpa

diiringi oleh permainan musik (life music) secara langsung.”
Pada Pasal 1 diantara angka 13 dan 14 disisipkan

14, Usaha karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas karaoke
dengan atau tanpa pemandu. |

15.1jin usaha adalah izin penyelenggaraan usaha tempat hiburan yang diberikan
oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang berwenang kepada pihak
pemohon setelah memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan.

16.Lapangan golf adalah lapangan untuk berlatih atau bermain golf.

17 Rumah biliar adalah gedung atau bangunan untuk bermain biliar.

18.Gelanggang renang adalah tempat yang terdapat kolam untuk olah raga atau
berlomba renang.

19. Lapangan tenis adalah lapangan untuk berlatih atau bermain tenis.

20.Gelanggang bowling adalah gedung atau bangunan untuk berfatih atau
bermain bowling.

21.Gelangang futsal adalah adalah tempat atau bangunan untuk berlatih atau
bermain futsal.

22.Gelanggang bulutangkis adalah tempat atau bangunan untuk berlatih,

bermain, atau pertandingan bulutangkis.

i 23.Sanggar seni adalah tempat atau bangunan untuk kegiatan atau berlatih seni

budaya seperti tari, lukis, dan drama.
24 Galeri seni adalah ruang atau bangunan untuk pertunjukan atau

menampilkan hasil karya seni seperti lukisan, patung, tenun, foto, ‘dan

sebagainya.




6.
7.

25.Gedung pertunjukan seni adalah bangunan untuk pertunjukan seni budaya
seperti tari, drama, musik, dan lain-lain

_26.Studio musik adalah usaha yang menyediakan tempat dan peralatan musik
yang dapat disewa dan dipergunakan ditempat usahanya.

27.Konser musik adalah pertunjukan musik di depan umum oleh sekelompok
pemain musik yang disertai atau tidak disertai dengan lagu.

28.Pasar malam adalah tempat diselenggarakannya berbagai pertunjukan,
atraksi, dan kegiatan perdagangan secara bersama-sama pada malam hari

selama beberapa hari.

~ 29.Kelab maiam adalah tempat hiburan yang diselenggarakan pada malam hari

yang biasanya menyediakan fasilitas seperti minuman, makanan, panggung

pertunjukan, musik dan arena berdansa.

" 30.Diskotik adalah ruang atau bangunan tempat mendengarkan musik dan atau

berdansa mengikuti irama musik.
31.Pub adalah tempat hiburan khususnya untuk mendengarkan musik sa‘mbil
minum-minum yang diselenggarakan pada malam hari.
‘Kemudian angka selanjutnya menyesuaikan.
Pada BAB || RUANG LINGKUP, diubah menjadi “BAB Il BIDANG USAHA".
Ketentuan Pasal 2 ayat (1), kata “penyelenggaraan usaha” dan pada huruf e

kata “panti” dihapus, sehingga Pasal 2 ayat (1) berbunyi

" Bidang usaha tempat hiburan meliputi:

10.

"a. gelanggang olah raga;

b. gelanggang seni;
c. arena permainan;
d. hiburan malam;
e. pijat; dan
f. karaoke.
Pada Pasal 2 ayat (2) sampai ayat (4), kata “Jenis” diubah menjadi “bidang”.
Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b, kata “bilyar” diubah menjadi “biliar” dan
ayat (2) ditambah 2 huruf yaitu huruf f dan huruf g yang berbunyi '
f. gelanggang futsal, dan
g. gelanggang bulutangkis
Ketentuan Pasal 2 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah menjadi
(5) Bidang usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf -d
meliputi:
a. sub bidang hiburan malam yang dapat diselenggarakan meliputi konser
musik dan pasar malam.
b. sub bidang hiburan malam yang dilarang diselenggarakan meliputi kelab

malam, diskotek dan Pub.




" (8) Bidang usaha pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi sub

11.

12.

13.

bidang usaha:
a. pijat anak-anak;
b. pijat refleksi atau akupresur; dan
c. pijat fisioterapi.
(7) Bidang usaha karacke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah
usaha hiburan yang merupakan bagian dari fasilitas pelayanan hotel bintang

5 dan tidak dipungut biaya.

Ketentuan Pasal 3 diubah menjadi

. (1) Pengusaha sub bidang usaha tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf e, ayat (3), ayat (4), dan ayat (7)
berbentuk berbadan hukum.

(2) Pengusaha sub bidang usaha hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) selain huruf a dan e, ayat (3}, ayat (4), dan ayat (7) dapat berupa
usaha perseorangan atau badan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai

1

dengan atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan Pasal 4 diubah menjadi

(1) Lokasi semua bidang usaha tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 memperhatikan faktor gangguan keamanan, ketenteraman, dan

ketertiban masyarakat.

(2) Lokasi untuk usaha rumah biliar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2) huruf b, selain memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), hanya dapat diselenggarakan di ruang terbuka sebagai bagian dari

gelanggang olahraga yang memiliki izin usaha.

(3) Lokasi untuk usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

huruf f selain memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ‘ayat
(1), hanya dapat diselenggarakan di hotel bintang 5 dan berjarak minimal
5000 m dari tempat ibadah, pondok pesantren, lembaga pendidikan, sekolah

dan rumabh sakit.

Ketentuan Pasal 5 diubah menjadi

© “Waktu penyelenggaraan semua bidang usaha hiburan sebagaimana dimaksud

14.

- dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.”

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) ditambah kata “usaha tempat” yang
disisipkan diantara kata izin dan hiburan, serta pada ayat (2) kata “yang
bersangkutan” diubah menjadi “pemohon”, sehingga Pasal 6 menjadi berb[myi
(1) Setiap orang atau hadan hukum yang menyelenggarakan usaha hiburan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diwajibkan memiliki izin usaha tempat

hiburan.




(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan Izin Usaha Tempat Hiburan

atas dasar permohonan secara tertulis yang diajukan oleh pemohon sesuai

dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan.

15. Ketentuan Pasal 8 diubah menjadi

(1) Setiap orang atau badan berhak untuk menyelenggarakan usaha tempat

hiburan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap anggota masyarakat berhak untuk terbebas dari gangguan keamanan,

ketenteraman, dan ketertiban yang dapat muncul akibat penyelenggaraan

usaha hiburan.

16. Ketentuan Pasal 9 diubah menjadi

(1) Dalam hal penyelenggaraan hiburan, setiap orang atau badan hukum

pemegang izin usaha tempat hiburan memiliki kewajiban untuk:

a.

C.

menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban baik di lingkungan
tempat usaha maupun di lingkungan masyarakat sekitarnya;
memperhatikan atau mengindahkan norma agama, hukum, adat-istiadat,
dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan daerah;

mencegah tindakan asusila, pornoaksi, dan pornografi.

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku pemegang izin

usaha wajib untuk:

a.
b.

memasang tanda dan nomor registrasi izin di tempat usahanya.
mengadakan tata buku perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

menjaga martabat usaha hiburan, serta mencegah penggunaan fasilitas
yang disediakan untuk kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan
ketertiban umum serta segala hak yang bertentangan dengan
kepribadian bangsa dan moral Pancasila.

bertanggung jawab atas sanitasi, kesehatan dan kebersihan lingkungan
usaha hiburan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

mentaati perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial
karyawannya dan menjaga harkat dan martabat karyawan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku. ‘
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawannya sesuai fungsi
dan tugasnya guna meningkatkan pelayanan.

memberikan laporan statistik tingkat kunjungan atau pemakaian fasilitas
dan pelayanan pada setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati dan dalam
hal tertentu apabila dianggap perlu, Bupati dapat meminta laporannya

kepada pimpinan setiap jenis usaha hiburan.
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(3) Tempat usaha hiburan yang dipindah tangankan kepada orang lain -atau

pihak ketiga, maka pengusaha atau pimpinan usaha yang bersangkutan

wajib melaporkan serta mendapat izin dari Bupati.

(4) Untuk mencegah dan meminimalisasi kemungkinan dampak negatif yang

17.

ditimbulkan dari usaha tempat hiburan, masyarakat mempunyai kewajiban:

a. turut mengawasi penyelenggaraan usaha hiburan;

b. melaporkan kepada perangkat daerah atau instansi yang berwenang
apabila menemukan atau menjumpai praktek-praktek pelanggaran atau

y

penyimpangan dalam penyelenggaraan usaha tempat hiburan.

Ketentuan Pasal 10 diubah menjadi

' (1) Setiap orang atau badan dalam menyelenggarakan usaha hiburan dilarang:

a. mempekerjakan pegawai di bawah umur;
b. menjual atau mengedarkan dan atau dijadikan tempat untuk
mengkonsumsi minuman beralkohol;
c. menjual atau mengedarkan dan atau memberi fasilitas untuk peredaran
serta dijadikan tempat mengkonsumsi narkotika dan psikotropika;
d  memberikan fasilitas dan atau menjadi tempat perjudian;
e. melakukan atau memberikan fasilitas untuk perbuatan asusila;
menerima pengunjung yang berseragam sekolah, Pegawai Negeri Sipil,
dan TNI/POLRI; dan
g. melakukan kegiatan di luar izin usaha yang diberikan. _
(2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus pada setiap
lokasi usaha rumah biliar dilarang menyediakan arena (meja) biliar lebih dari
10 (sepuluh} unit.
(3) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus pada setiap
lokasi usaha karaoke dilarang :
a  berada dalam bilik-bilik atau kamar-kamar tertutup;
b. menyediakan pemandu karaoke (LC), dan
c. membuka usaha karaoke selama bulan suci Romadhon dan hari-hari

besar keagamaan.

| (4) Pengecualian larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat

18.
- sehingga Pasal 11 ayat (1) menjadi berbunyi

diberikan kepada pengunjung atas izin atau penugasan tertulis “dari
pejabat/intansi yang berwenang atau karena sedang melaksanakan tugas

kedinasan.

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) ditambah kata “dan pengendallan” dan “usaha”,

“Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap

_ 'pelaksanaan penyelenggaraan usaha hiburan.”



19, Ketentuan Pasal 11 ayat (2) ditambah kata “pembinaan” dan “sebagaimana
" dimaksud pada ayat (1)”, serta kata “terhadap kegiatan penyeienggaraan

'. usaha tempat hiburan” dihapus, sehingga Pasal 11 ayat (2) menjadi berbunyi

“Dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melakukan koordi~nasi

dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat.”

20. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) ditambah kata “Pasal 10", sehingga menjadi
‘...berbunyi '
. "Penyelenggaraan usaha tempat hiburan yang melanggar ketentuan
‘sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 10 dicabut

izin usahanya.”
21. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) kata “kerja” dihapus, sehingga menjadi berbunyi

“Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah
* diberi peringatan tertulis sebanyak 3 kali yang masing-masing peringatan
. berjangka waktu 7 hari.”

22.' Ketentuan Pasal 13 diubah menjadi

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a, b, d, e, f,
dan g. serta ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurungan
paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah).

{2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 10 huruf ¢ dalam Peraturan
Daerah ini diancam Pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan tentang narkotika dan psikotropika.

, '_(3) Tindak Pidana dimaksud ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.
22. Setelah Pasal Penjelasan ditambah Lampiran yang berbunyi

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
Nomor Tahun 2018

WAKTU PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN

Bidang/Subbidang Usaha Waktu Buka | Waktu Tutup
(WIB) (WIB)
v | A. Gelanggang olah raga

1. Lapangan golf 07.00 17.30
2. Rumah biliar 10.00 23.00
3. Gelanggang renang . 07.00 17.30
4. Lapangan tenis 07.00 17.30
5. Gelanggang bowling 07.00 22.00
6. Gelanggang futsal 07.00 22.00




g
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7. Gelanggang bulutangkis 07.00 22.00

B. Pijat 09.00 21.00
[ C. Karaoke 20.00 23.00
D. Geianggang seni
1. Sanggar seni 09.00 21.00
2. Galeri seni 09.00 21.00
3. Gedung pertunjukan seni 09.00 23.00
E. Arena permainan
1. Arena permainan orang dewasa 09.00 21.00
2. Arena permainan anak 09.00 17.00
F. Hiburan malam
1. Konser musik 20.00 23.00
2. Pasar malam 16.00 23.00

BUPATI DEMAK,

HM. NATSIR

G. KESlMPULAN
Setelah Panitia Khusus A melakukan pembahasan terhadap Raperda tentang
Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak, maka Panitia Khusus A
sepakat bahwa Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten

Demak dapat di paripurnakan dengan perubahan sebagaimana tersebut diatas.

H. PENUTUP
-Demikian Laporan Panitia Khusus A DPRD Kabupaten Demak yang dapat kami

laporkan dalam rangka membahas dan menyempurnakan Raperda tentang

Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak.

DEMAK, 20 AGUSTUS 2018

PANITIA KHUSUS A DPRD KABUPATEN DEMAK

SEKRETARIS,

SUHAD!I




PERSETUJUAN TERHADAP 2 (DUA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH

" INISIATIF DPRD KABUPATEN DEMAK
* TAHUN 2018 |

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH

. - TENTANG PENYELENGGARAAN

USAHA HIBURAN DI KABUPATEN
' DEMAK. B

. RANCANGAN PERATURAN DAERAH

-~ TENTANG PENATAAN = DAN .
- PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT
PERBELANJAAN - DAN TOKO

- SWALAYAN.

DEMAK, 31 AGUSTUS 2018

-~ SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45 DEMAK
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BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN DI KABUPATEN DEMAK

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

—

BUPATI DEMAK, .

bahwa usaha hiburan merupakan usaha strategis yang
mendukung pengembangan kepariwisataan daerah,
peningkatan investasi dan pendapatan daerah, serta
penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan
masyarakat; '
bahwa usaha hiburan harus memperhatikan ketertiban
umum dan keamanan masyarakat, serta tidak
bertentangan dengan norma-norma agama, hukum, adat-
istiadat dan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi dalam
masyarakat; S
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha
Hiburan di Kabupaten Demak; |

. Pasal 18 ayat (6) Undang—Uﬁdang Dasar Republik

Indonesia Tahun 1945; _
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966); - y

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
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_ 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
e Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

. Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
_ Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); o ‘

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang
"Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional
" (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5262);

Dengan Persetujuan Bersama
.VD_EWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
: dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan - : PERATURAN DAERAH TENTANG 'PENYELENGGARAAN

USAHA HIBURAN DI KABUPATEN DEMAK. ;-

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Demak. "

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah. :

. Bupati adalah Bupati Demak.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

Hibﬁran adalah semua jenis pertunjukan, permainan, olah raga/
kebugaran serta keramaian yang dapat ditonton atau dinikmati oleh setiap
orang dengan dipullgut atau tidak dipungut biaya.

Usaha hiburan adalah setiap usaha komersial yang diselenggarakan oleh
perorangan atau badan usaha yang ruang lingkup usahanya berupa
hiburan.



. - Usaha tempat hiburan adalah setiap usaha komersial yang ruang Iihgkup

kegiatannya menyediakan hiburan. 1

. Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas

untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan. _
Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas

© untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau

10.
11:
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18

19.
. 20.

21,
22.
23.

-seni budaya seperti tari, lukis, dan drama.
24.
25,
26.

27.

28.
. atraksi, dan kegiatan perdagangan secara bersama-sama pada malam hari

29,

pertunjukan seni.

Aréna permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan
fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan. '

Hiburan malam adalah usaha hiburan untuk tempat bersantai yang
menyediakan fasilitas seperti musik, cahaya lampu, bar, dan lain-lain.

Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan
dengan tenaga pemijat yang terlatih. .
Karaoke adalah kegiatan menyanyi dengan dukungan sound system tanpa
diiringi oleh permainan musik (life music) secara langsung. '
Usaha karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas
karaoke dengan atau tanpa pemandu. ‘

Ijin' usaha adalah izin penyelenggaraan usaha tempat hiburan yang
diberikan oleh Bupati melalui Perangkat Dacrah yang berwenang kepada
pihak pemohon setelah memenuhi persyaratan yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan. ' '
Lapangan golf adalah lapangari untuk berlatih atau bermain golf. -

Rumah biliar adalah gedung atau bangunan untuk bermain biliar. -
Gelanggang renang adalah tempat yang terdapat kolam untuk olah raga
atau berlomba renang. :

Lapangan tenis adalah lapangan untuk berlatih atau bermain tenis.
Gelanggang bowling adalah gedung atau bangunan untuk berlatih atau
bermain bowling. :

Gelangang futsal adalah adalah tempat atau bangunan untuk berlatih atau
bermain futsal.

Geiahggang pulutangkis adalah tempat atau bangunan untuk berlatih,
bermain, atau pertandingan bulutangkis. :
Sanggar seni adalah tempat atau bangunan untuk kegiatan atau berlati}l

Galeri seni adalah ruang atau bangunan untuk pertunjukan atau
menampilkan hasil karya seni sepertl lukisan, patung, tenun, foto, dan
sebagainya. . '
Gedung pertunjukan seni adalah bangunan untuk pertunjukan senl
budaya seperti tari, drama, musik, dan lain-lain '
Stidio musik adalah usaha yang menyediakan tempat dan peralatan
musik yang dapat disewa dan dipergunakan ditempat usahanya.

Konser musik adalah pertunjukan musik di depan umum oleh sekelompok
pemain musik yang disertai atau tidak disertai dengan lagu. ‘

Pasar malam adalah tempat diselenggarakannya berbagai pertunjukan,

selama beberapa hari.

Kelab malam adalah tempat hiburan yang diselenggarakan pada malarm
hari yang biasanya menyediakan fasilitas seperti . minuman, makanan,
panggung pertunjukan, musik dan arena berdansa. |
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32.

. Diskotik adalah ruang atau bangunan tempat mendengarkan musik dan

. atau berdansa mengikuti irama musik.
31..

Pub adalah tempat hiburan khususnya untuk mendengarkan musik
sambil minum-minum yang diselenggarakan pada malam hari.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah
Pcjabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah
yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan
penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB Il
BIDANG USAHA

Pasal 2

Bidang usaha tempat hiburan meliputi:
a. gelanggang olah raga;

~ b. gelanggang seni;

(6)

. arena permainarn;

. hiburan malam;

. pijat; dan

. karaoke.

Bidang usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi sub-bidang usaha:

= L0

. lapangan golf;
. rumah biliar;

a
b
¢. gelanggang renang;
d. lapangan tenis;
e. gelanggang bowling;
f. gelanggang futsal; dan ,
g. gelanggang bulutangkis.
Bidang usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b meliputi sub-bidang usaha:
a. sanggar seni;
b. galeri seni; dan
c. gedung pertunjukan seni.
Bidang usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢ meliputi sub bidang usaha arena permainan orang dewasa dan atau
anak, yang jenis-jenisnya disesuaikan perkembangan. :
Bidang usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d meliputi:
a. sub bidang hiburan malam yang dapat diselenggarakan meliputi konser
musik dan pasar malam. .
b. sub bidang hiburan malam yang dilarang diselenggarakan meliputi kelab
malam, diskotek dan Pub.
Bidang usaha pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi
_sub bidang usaha: ' '
a. pijat anak-anak;
. b. pijat refleksi atau akupresur; dan
c. pijat fisioterapi.
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(7) Bidang usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah
usaha hiburan yang merupakan bagian dari fasilitas pelayanan hotel
" bintang 5 dan tidak dipungut biaya.

Pasal 3

(1) Pengusaha sub bidang usaha tempat hiburan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf e, ayat (3), ayat (4), dan ayat (7)
berbentuk berbadan hukum.

(2) Pengusaha sub bidang usaha hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (2) selain huruf a dan e, ayat (3), ayat (4), dan ayat (7) dapat berupa
usaha perseorangan atau badan hukum atau tidak berbadan hukum
sesuai dengan atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangarn.

BAB III
LOKASI DAN WAKTU

Pasal 4

(1) Lokasi semua bidang usaha tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 mempecrhatikan faktor gangguan keamanarn, ketenteraman, dan
ketertiban masyarakat. _

(2) Lokasi untuk usaha rumah biliar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) huruf b, selain memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud

‘pada ayat (1), hanya dapat diselenggarakan di ruang terbuka sebagai
bagian dari gelanggang olahraga yang memiliki izin usaha.

(3). Lokasi untuk usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf f selain memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), hanya dapat diselenggarakan di hotel bintang 5 dan berjarak minimal

- 5000 m dari tempat ibadah, pondok pesantren, lembaga pendidikan, -
sekolah dan rumah sakit. '

Pasal 5 '

Waktu penyelenggaraan semua bidang usaha hiburan sebagaimana dimaksud
dalam ~Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PERIZINAN

Pasal 6

(1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha hiburan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diwajibkan memiliki izin usaha
tempat hiburan. :

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan Izin Usaha . Tempat

- Hiburan atas dasar permohonan sccara tertulis yang diajukan oleh
" pemohon sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan.
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(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 7

Bupati wajib memberikan persetujuan atau penolakan permochonan izin

.sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh)

hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Apabila permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak,
Bupati harus memberikan alasan penolakan secara tertulis.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan permohonah
izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

* 1)

: BAB V
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 8

Sétiap orang atau badan berhak untuk menyelenggarakan usaha tempat

. hiburan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap 'anggota masyarakat berhak untuk terbebas dari gangguan
keamanan, ketenteraman, dan ketertiban yang dapat muncul akibat
penyelenggaraan usaha hiburan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 9

Dalam hal penyelenggaraan hiburan, setiap orang' atau badan hukum

pemegang izin usaha tempat hiburan memiliki kewajiban untuk:

a...menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban baik di lingkungan
_tempat usaha maupun di lingkungan masyarakat sekitarnya;

b. memperhatikan atau mengindahkan norma agama, hukum, adat-
_ istiadat, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan daerah, )

c. mencegah tindakan asusila, pornoaksi, dan pornografi.

. Seiain kéwajiban scbagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku pemegang

izin usaha wajib untuk:
a. memasang tanda dan nomor registrasi izin di tempat usahanya.

'b. mengadakan tata buku perusahaan sesual dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

. ¢. menjaga martabat usaha hiburan, serta mencegah penggunaan fasilitas

“yang disediakan untuk kegiatan yang dapat mengganggu keamanan
dan ketertiban umum serta segala hak yang bertentangan dengan
kepribadian bangsa dan moral Pancasila.

d. bertanggung jawab atas sanitasi, kesehatan dan kebersihan lingkungan
usaha hiburan dan sesual dengan peraturan perundang-undangan

. yang berlaku. ‘ '

e. ' mentaati perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial

. karyawannya dan menjaga harkat dan martabat karyawan sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku. '

\ .
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L.

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyav(rannya sesuai
" fungsi dan tugasnya guna meningkatkan pelayanan. ‘

g.  memberikan laporan statistik tingkat kunjungan atau pemakaian

fasilitas dan pelayanan pada setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati
dan dalam hal tertentu apabila dianggap perlu, Bupati dapat meminta
laporannya kepada pimpinan setiap jenis usaha hiburan.

(3) Tempat usaha hiburan yang dipindah tangankan kepada orang lain atau

(4)

pihak ketiga, maka pengusaha atau pimpinan usaha yang bersangkutan
wajib melaporkan serta mendapat izin dari Bupati. '

Untuk mencegah dan meminimalisasi kemungkinan dampak negatif yang
ditimbulkan dari usaha tempat hiburan, masyarakat mempunyai
kewajiban: '

" a. " turut mengawasi penyelenggaraan usaha hiburan;

(1)

b. melaporkan kepada perangkat daerah atau instansi yang berwenang
. apabila mencmukan atau menjumpai praktek-praktek pelanggaran
atau penyimpangan dalam penyelenggaraan usaha tempat hiburan.

Bagian Ketiga
-Larangan

Pasal 10

Setiap orang atau badan dalam menyelenggarakan usaha hiburan dilarang:

a. mempekerjakan pegawal di bawah umur; : o

b. menjual atau mengedarkan dan atau dijadikan tempat untuk
"mengkonsumsi minuman beralkohol;

- c. menjual atau mengedarkan dan atau memberi fasilitas untuk

. peredaran serta dijadikan tempat mengkonsumsi narkotika dan
" psikotropika;

memberikan fasilitas dan atau menjadi tempat perjudian;

melakukan atau memberikan fasilitas untuk perbuatan asusila;

. menerima pengunjung yang berseragam sekolah, berseragam Pegawai

Negeri Sipil, dan berseragam TNI/POLRIL; dan
g. . melakukan kegiatan di luar izin usaha yang diberikan.
Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus pada setiap

. lokasi usaha rumah biliar dilarang menyediakan arena (meja) biliar lebih

(4)

dari 10 (sepuluh) unit.
Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus pada setiap

lokasi usaha karaoke dilarang :

a. berada dalam bilik-bilik atau kamar-kamar tertutup;

b. ‘menyediakan pemandu karaoke (LC); dan

c. membuka usaha karaoke selama bulan suci Ramadhan dan hari-hari
"besar keagamaan.

Pengecualian larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf { dapat

diberikan kepada pengunjung atas izin atau penugasan tertulis dari

pejabat/intansi yang berwenang atau karena sedang melaksanakan tugas

kedinasan. '



BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap
pelaksanaan penyelenggaraan usaha hiburan.

(2) Dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melakukan koordinasi
dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat.

(3) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim yang
keanggotaannya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

(1) Bupati atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berwenang memerintahkan
- untuk ménghentikan penyelenggaraan kegiatan hiburan yang dibuat atau
diselenggarakan tanpa izin. ,

(2) Penyelenggaraan usaha tempat hiburan yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 10
dicabut izin usahanya.

(3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara
tertilis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.

(4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah
diberi peringatan tertulis sebanyak 3 kali yang masing-masing peringatan
berjangka waktu 7 hari.

(5) Dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka
pemegang izin wajib menghentikan semua kegiatan penyelenggaraan usaha
tempat hiburan sejak diterimanya surat pencabutan izin.

BABI VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a, b, d, e, f,

dan g. serta ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana
. kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp
~50.000.000,00 (lima puluh juta rupiahj.

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 10 huruf ¢ dalam Peraturan
Daerah ini diancam Pidana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang narkotika dan psikotropika.

(3) Tindak Pidana dimaksud ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.



BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 14

(1) Pejabat _P'enyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerinte{h
) Dac'rah diberikan wewenang oleh Bupati sebagai penyidik tindak pidana di
bidang Perizinan Tempat dan Retribusi Hiburan.

(2) Dalam pelaksanaan tugas Penyidik, Pejabat Pegawai Negeri Sipil

. sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:

a.

b.

" melakukan pemeriksaan;

menerima laporan atau pengaduan dari sesecorang tentang adanya
tindak pidana;

lmelak_ukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara serta

menyuruh berhenti seorang pelanggar dari pekerjaan dan memeriksa
tanda pengenal diri pelanggar;

. melakukan penyitaan benda atau surat yang ada hubungannya dengan

pemeriksaan perkara;
mengambil sidik jari dan memotret seseorang,

memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai térsangka
" atau saksi;

mendatangkan seseorang Ahli yang diperlukan dalam hubungannya
""dengan pemeriksaan perkara;

 menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak
* terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak
- pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal
- tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; '

mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan; '

meminta bantuan kepada lembaga lain sesuai dengan tugas dan

fungsinya; _
bila hasil penyidik terbukti adanya pelanggaran terhadap ketentuan

_yang berlaku, maka usaha atau kegiatan hiburan dimaksud dapat

ditutup dan izinnya dicabut tanpa ganti rugi.

BAB X
. KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Penyelenggaraan usaha hiburan yang telah menyelenggarakan usahanya
sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan
Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini
diundangkan.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut
teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sectiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ... NOMOR ...

10
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR... TAHUN...

TENTANG

: PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN DI KABUPATEN DEMAK

UMUM

. Perkembangan Kabupaten Demak cukup meningkat, hal ini salah satunya

dapat dilihat dari kemajuan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.
Seiring dengan ecra globalisasi, Kabupaten Demak juga memberikan
fasilitas hiburan untuk masyarakatnya seperti gelanggang olah raga,

. gelanggang seni, arena permainan, hiburan malam, panti pijat, dan

karaoke.

Perkembangan tempat hiburan tersebut tentu menjadi daya . tarik
Kabupaten Demak, namun disisi lain juga seringkali menimbulkahn
kerawanan soial. Melihat kondisi demikian, tentu perlu untuk dibuat suatu
aturan penyelenggaraan usaha hiburan sehingga dapat mewujudkan
ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Dalam kerangka otonomi daerah, tentu menjadi kewajiban pemerintah
daerah untuk membuat aturan tersebut dalam produk hukum daerah
berupa'Peraturan Daerah. Terkait dengan penyelenggaran hiburan, maka
dibentuklah Peraturan Daerah ang Penyelenggaran Usaha Hiburan di
Kabupaten Demak. Tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah
untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi

. masyarakat.

' PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.

. Pasal 2

‘Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.

" Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3) ‘
Hotel bintang 5 yang menyediakan fasilitas karaoke, harus
berjarak 5000 meter dari tempat ibadah, pondok
pesantren, lembaga pendidikan, sekolah dan rumah sakit.

Hotel bintang 5 yang tidak menyediakan fasilitas karaoke,
tidak harus berjarak 5000 meter dari tempat ibadah,
pondok pesantren, lembaga pendidikan, sekolah dan
rumah sakit.’ ’
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Pasal 5

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

" Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Cukup jelas.
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LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
Nomor Tahun 2018

' WAK’I‘U PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN

Waktu Tutup

_ Bidang/Subbidang Usaha Waktu Buka
‘ (WIB) (WIB)
A. Gelanggang olah raga 7
1. Lapangan golf 07.00 17.30
2. Rumah biliar 10.00 - 23.00
3. Gelanggang renang 07.00 17.30
4. Lapangan tenis T 07.00 17.30
5: Gelanggang bowling 07.00 - 22.00
6. Gelanggang futsal 07.00 22.00
7. Gelanggang bulutangkis 07.00 22.00
B. Pijat 09.00 21.00
C. Karaoke 20.00 23.00
D. Gelanggang seni _
1. Sanggar seni 09.00 21.00
2. Galeri seni 09.00 21.00
3. Gedung pertunjukan seni 09.00 23.00
E. Arena permainan '
1. Arena permainan orang dewasa 09.00 21.00
2. Arena permainan anak 09.00 17.00
F. Hiburan malam
1. Konser musik 20.00 - 23.00
2. Pasar malam 16.00 23.00 i

BUPATI DEMAK,

HM. NATSIR
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BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCAN GAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR TAHUN
TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT PUSAT PERBELANJAAN DAN

Menimbang

Mengingat

TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DEMAK

bahwa perekonomlan d1 Kabupaten Demak berkembang seiring
untuk mewujudz{an 01ta-c1ta bangsa yaltu memajukan :
kesejahteraan. umum;

. bahwa untuk’ melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) |

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan,

* Pemierintah Daerah perlu melakukan penataan ‘dan pembinaan

Pasar Rakyat Pusat Pcrbelanjaan dan Toko Swalayan;

bahwa perkembangan perekonom1an di Kabupaten Demak
berbanding. lurus dengan keanekaragaman fungsi dan sifat
pasar, baik yang didirikan, dimiliki, dikuasai, dan d1kelola oleh
Pemenntah Daera.h atau p1hak swasta

bahwa bcrdasarkan pert1mbangan sebagaumana d1maksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk
Peratuiran Daerah tentang ‘Penataan ‘dan’ Pembmaan Pasar
Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko' Swalayan,

. Pasal 18. ayat (6) Undang—Undang Dasar" Negara chubhk

Indonesia Tahun . 1945;

. Undang-Undang Notrdor 13 ’I‘ahun 1950 tentang Pembentukan

‘Dagrah - 'Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berrta Negara Repubhk Indones1a Tahun 1950 Nomor
42); - .

Undéang - Undang ‘Notnor 5 ‘Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan’ Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Negara- .Republik Indonesia Tahun. 1999 Nomor 33,
Tambahan Lembaian Negara Republik Indonesia. Nomor 3817);

. Undang Undang Nomor 8 Tahiin 1999 tentang Perlindungan

Konsumen (Lembaran Negara Repubhk Indor.esia Tahun 1999

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a

Nomor 3821),

Undang—UndangNomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal - (Lémbaran Negara Repubhk Indones1a Tahun 2007
Nomor67, Tambahan Lembaran Negara Repu‘bhk Indonema
Nomor 4724); ‘



10.

. Undang Undang Nomor 26 Ta.hun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik ‘Indonesia “Tahun 2007
Nomor 68 Tambahan Lembaran ‘Negara Repubhk Indones1a
Nomor 4725),

. Undang-Undang Nomeor 40° Tahun 2007 tcntang Pcrseroan

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonema Tahun 2007
Nomor106 Tambaharn Lembaran Negara Repubhk Indones:a

- Nomor 4756),

. Undang—Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha M1kro,

- Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Repubhk Indones1a

11.
12.

Tahun 2008 Nomor 93);

. Undang—Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan’ Angkutan J alan,

Undang—Undang Nomor 17 Tahun 20 12 tentang Perkoperaszan
(Lembaran Negara Repubhk Indones1a. Tahun 20 12 Nomor
212L Y

Undang—Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, )
Undang—Undang Nomor 23 'I‘ahun 20 14 tentang Pemenntaha:i
Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun 2014 :

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 5587) sebagalmana telah diubah beberapa kali, terakh1r

" dengan Undang—Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keduaatas Undang—Undang Nomor 93 Tahun 2014

13.
14,

15.

tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Nega:ra Repubhk
Indoncsm Tahun 2015 Nomor B8; Tambahan Lcmbaran Negara
Repubhk Indonesia Nomor 5679),

Peraturan Pcmcnntah Nomor 44 Tahun 1997 tentang
Kermtraan, ' : - )
Pcraturan Pemenntah Nomor 42 Tahun 2007 tenta.ng
Waralaba, ’ :

Peraturan Pres1den Repubhk Indonesm Nomor 112 'I‘ahun
2007 tentang Pcnataan dan’ Pembmaan Pasar Tradlsmnal
Pusat Perbclanjaan danToko Modern, o '

. 16. Peraturan Daerah Kabupaten Demakﬂ Nomor 6 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wﬂayah Kabupatcn ‘Demak
Tahun 2011 2031 (Lembaran Daerah Kabupatancmak’I‘ahun
201 1 Nomor 6], - .

el DcnganPersemJuanBcrsama

DEWAN PERWAKILAN RAKYA'I‘ DAERAH KABUPATEN DEMAK

Menefapkan

dan

MEMUTUSKAN

:PERATURAN DAERAH TENTANG ' PENATAAN  DAN

,_PEMBINAAN PASAR RAKYAT PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO SWALAYAN
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1.
2.

. BABI
KETENTUAN UMUM .

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud déngan:

Daerah adalah Kabupaten Demak. . . ; .
Pemerintahan Daerah ddalah Periyelénggéran Urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan Dewan’ Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tiigaspenibantuan ‘dengan ‘prinsip,  otonomi ‘seluas-

: luasn'yadglam' system dan prinsip Negara Kesatuan Repub_lik' Indonesia

S.'O

o &

10.

11.

12,

‘sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

'Indoné_s_ia Tahun 1945. . '

Pemerintah Daerah adaleh ._Kepa1°a._ Daereh sebagaimana unsure

penyelenggara 'P'e_merin.t_ah Daerah yang memimpin Pc_lal{sanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. ‘
Bupati adalah Bupati Demak. '

. Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah.yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demalk.

. Dinas adalah Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Demak |

atau yang discbut dengan scbutan lain yang mempunyai fugas pokok dan

fungst menangani pengelolaan Pasar Daerah.- . .

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang éél_anjqﬁﬁy;a;divsin._gkvét Kepala
UPTD. adalah Pegawai Negeri Sipil yang. ditunjuk scbagal penangglng
jawsb pengelolan pasar daerah di wilayah kerja masing:masing. .

Pa_._sa;' -adalah aréa té;fxlpatjualbelibarangdéngan jumlah penjual lé'bih dari

satu .baik yang disebut sebagai .pusat .perbelanjaan, .-pasar rakyat,
pertokoan, mell, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya..

. Pasar.-Rélgat adalah pasar yang.dibangun dan dikt—_:lol__a oleh Pemerintah, -

Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha
Milik Daerah termasuk kerjesama.dengan swasta dengan. tempat usaha
berupa toko, kios, los-dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil,
menengahi, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil,
modal kecil den. dengan proses jual beli. barang- dagangan melalui tawar
menawar. .- - . . -

Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau
beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal,

yang dijual, atau disewakan kepadapelaku usaha- atau dikelola sendiri
untuk melakukan - kegiatan .perdagangan -barang, - antara - lain berupa
Pertokoan; Mall,.Plasa dan Pusat Perdagangan., ;. b oai [P
Toko Swalayan adalah -toko dengan. system pelayanan _mandiri, menjual
berbagai ,jcriis;_-:-ba‘raﬁé secara €CEran.-yang -berbentuk. minimarket,
supermarket, . department store; - " ataupun’ grosir yang berbentuk
perkulakan. - _

Minimafkct_adalgh:‘l‘pko' Swalé.yan : .'yahg menjual .secara eceran barang

. konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya

13,

dengan-luas lantai..sampai-denga;r_,_l.,_._400_ﬂ;M2.-.. L e e -
Supermarket adalah Toko Swalayan yang menjual secara eceran bararig
konsumsi terutama produk makandn dan produk rumah tangga lainnya
dengan luas lantai dengan 400 M?2 sampai dengan '5.000 M2,



14 Departemen Store adalah Toko Swalayan yang menJual secara eceran
barang ‘konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapa.n dengan
penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/ atau tingkat usia
konsumen dengan luas lanitai lebih dari 400" M2, - o

15. Hypermarket adalah Toko Swalayan yang menJual secara eceran barang

Konsumsi- terutama, produk makanan dan produk rumah tangga lainnya
dengan luas Iantaa 1eb1h dari 5, 000 M2.

16. Perkulakan' adalah Toko Swalayan yang men_]ual secara grosnr barang '
konsums1 dengan luas lanta.t lebih dan 5. 000 M2 .

17. Pengelolaan Pasar adalah pcnataan pasar yang mehputl perencanaan
pelaksandan dan pengendahan pasar.

18.1zin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya d1sebut IUPPR dan
Izin Usaha Pengelolaan Toko Swalayan yang selanjutnya disebut IUPTS

. adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan | Pasar Rakyat
dan 'I‘oko Swalayan yang d1terb1tkan oleh Pemenntah Daerah., -

19. Surat Izm Menempati, selan_]utnya dzsmgkat SIM adalah surat izin yang
dikeluarkan Kepala Dinas Koperasi Perlndustnan dan- Perdagangan
Kabupaten Demak atas nama Bupati kepada perseorangan atau -badan
yang. melakukan keg1atan pen_]ualan barang/ jasa di dalam pasar, dan/atau
di pelataran _pasar. atau memakal tempat ilsaha/ber;]ualan/ berdagang
secara tetap dipasar . atau ‘ditempat. lain .dengan . mengambﬂ tempat
berdagang di lokas1 yang d1kuasa1 atau dlkelola oleh Pemerintah Daerah.’

20. Fas111tas Pasar adalah semua sarana dan prasarana yang ada di pasar

' 'yang berguna sebagal penun_lang keglatan perdagangan di pasar.

21. Pedagang adalah ora_ng/Badan yang  melakukan kegiatan penjualan
barang/jasa di dalam pasar dan/ atau di pelataran pasar dengan
mengambil tempat berdagang di lokasi tertentu yang telah d1tetapkan

22. Penjaja -adalah ‘penjual yang melakukan kegiatan . pen_]ualan barang/jasa
- secara -berpindah-pindah baik di dalam pasar maupun. di pelataran pasar
tanpa mengambil. tempat/lokas1 tertem‘:u.° T » -

03. Pemasok adalah pelaku usaha. yang secara teratur memasok barang
kepada Toko - Modern . dengan tujuan untuk dl_]ual -kembali- me1a1u1
kerjasamausaha. . . .

24.Waralaba adalah hak: khusus yang d1m111k1 oleh orang perseorangan atau
badan usaha terhadap sistem bisnis- dengan ciri khas usaha dalam rangka
memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat
dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh: p1hak lain berdasarkan perjanjian .
waralaba.

25. Usaha Mikro adalah usaha produktif: m111k orang perorangan atau badan
usaha perorangan, yang memiliki. kekayaan ‘bersih-. paling- banyak Rp.
50.000.000,- -(Lima ‘puluh juta Rupiah), ‘tidak termasuk tanah. dan
bangunan tempat usaha, atau- mem1hk1 hasil -penjualan tahunan- pahng
banyak Rp. 300.000.000,- (Tiga-ratus juta Rupiah).

26. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang
dilakukan oleh orang perorangan -atau. badan -usaha .yang bukan
'merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang
dimiliki, - dikuasai, atau menjadi bag1an ‘baik langsung maupun. tidak
langsung dari usaha menengah atau- usaha besar yang memiliki kekayaan
Bersih lebih dari Rp, 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah) sampai dengan
. Rp- 500.000.000,- {Lima. ratus juta: Rupiah), tidak termasuk tanah dan

4



27.

28.

29,

- 30.

G SR  pénjuialan tahunian lebih dari
Rp. 800.000.000,- (Tiga ratus juta Rupiah) sampai dengan ' Rp.
3.500.000.000,- (Due ilyar lima ratus juta Rupiah). . -

bangunan ‘tempat usaha, atau memiliki Hasil pcnju

Usaha Menengah adalah ‘usaha - ekonomi . produktif yang berdiri sendiri
yang dilakukan oleh orang perorangan atau ‘badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaen atau bukan cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih
lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) sampei dengan Rp

110.000.000.000,- (sepulub milyar Rupiah), tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari
Rp. 2.500.000,000,- (Dua milyar lima ratus juta Rupiah) sampai dengan
Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar Rupiah). B '

Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah,

dan Koperasi '_dqngan" usaha skala _‘tj)lésai' disertai df_:ngan pembinaan dan
pengemibangan yang dilakukan oleh 'p@gyglg;iggara usaha skala besar,
dengan memperhatikan prinsip saling men_ﬂ.,e';f'li.l‘kan, ,s:éx_ling- memperkuat,
dan saling menguntungkan. ' '

Syarat Perdagangan (trading term) adalah sYaraf-syarat_ dalam perjanjian
erjasama antara pemasok dengan Pasar modern atau/pengelola jaringan
Pasar modern yang berhubungan d_éntg;a_n pén}a_fso}ga_h“ Ha;ang-bar_ang_ yang
diperdagangkan dalam Pasar modern yang bersanglutan.

Pcra.mrgn_,Zon_asi adalah Ketentuan _Pemcrihtah Daerah yang _- .'m_éhga,ﬁlr

pemanfaatan ruang dan unsur pengendalian yang, disusun untuk setiap

. Zona peruntukan sesuai dengan rencana umuin tata ruang dan rencana

detail tata ruang,

51.Tanah Pemerintah Dacrah adaleh tanah yang dimilii, dikuasai dan/atau

32.

dikelola.oleh Pemerintah Daerah.. - . .- :

Rencana.Tata Ruang Wilayah K bupatén_-rlﬁejx'né-l;‘c‘: yang selanJutnya disebut

RTRW Kabupaten Demak adalah rencana tata ruang yang bersifat umurm
dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, _kebijakan, strategi penataan
ruang wilayah kabupaten, rencana. struktur. ruang wilayah kabupaten,

. rencana -pola ruang wilayah kabupaten, penetapan k_gwgéan _strategis

33.
34.
35.

" Daerah-dan :_d,ikelua_i'kan_nolch Dinas-Pasar. . - .
36.

kabupeiteh, arahan pemanfaatan runag: wilayah kabupaten, dan ketentuan
pcn‘gendalian pemanfaatn ruang wilayah kabupaten. - =

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ‘adalahrencanarincidari . RTRW
KabupatenDemak.. o e e C e

Pihak Ketiga adalah.Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi dan Swasta.
Surat Hak Penempatan yang selanjutnya disingkat SHP adalah surat hak
yaﬁg dibcrikax; .kepada orang atau ‘badan usaha yang menggunakan
toko /-ki"os dan/los - di. Pasar tradisional yang dikelola oleh- ;Pemerintah

Kartu Tanda Pengenal Pedagang yang selanjutnya disingkat KTPP adalah
kartu tanda pengenal yang diberikan .oleh Dinas: Pasar ‘kepada pedagang
sebagai bukti pengakuan terhadap orang Yang _ beraktifitas dan
menggunakan Pasar "tradisional yang dikelola oleh -Peémerintah Daerah
sebagai tempat melakukan kegiatan usaha.



37. Pedagang Tetap adalah pelaku usaha perseorangan yang telah mem111k1
KTPP dan didalam’ kegxatannya menggunakan lahan atau - tcmpat

o ;berdagang yang tctapkan oleh Dinas Pasar. - .

38 Badan Usaha M111k Negara, yang selanjutnya chsebut BUMN adalah badan
usaha yang seluruh atau sebaglan besar modalnya dimiliki oleh negara
melalui. pcnyertaa_n secara langsung yang berasal dan kckayaan negara
yang d1p1sahkan

39. BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebaglan besar modalnya
dimiliki. oleh Daerah , ‘

40. Jalan arteti adalah _]alan umum yang berfungs1 melayam angkutan utama
dengan ciri perjalanan Jarak Jauh kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah
jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

41.Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan
pengurnpul atau pembag1 dengan ciri perjalanan jarak seda.ng, kecepatan

. rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk d1batas1 I

42.Jalan Iokal adalah jalan umum yang berfungsi melayam angkutan
setempat dengan ciri perjalarian jarak dekat, kecepatan. rata-rata rendah,

- danjumlah jalan, masuk tidak dibatasi, - : C

43.Jalan lingkungan adalah Jalan umum. yang. berfungs1 melayanl angkutan
hngkungan dengan ciri pcljalanan jarak dekat, dan kecepatan rata- rata
rendah. ...

44, Analisis Mengensu Dampak Llngkungan Hldup yang selanJutnya dlsmgkat
AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha
dan/atau kegiatan yang direncanakan . pada . hngkungan hidup. yang
d1pcr1ukan bagi proses pengambﬂan keputusan tentang pcnyclenggaraan
‘usaha dan/atau kegiatan. e

45. Upaya Pengelolaan Lingkungan H1dup dann Upaya Pemantauan
ngkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL dan UPL adalah upaya

- yang dilakukan dalam pcngelolaan dan pémantauan lingkungan hidup oleh

' penanggung]awabusahadan/ ataukeglatan . yang - t1dakwa31bme1akukan
AMDAL,:. g o
46. Surat Pcmyataan Pengelolaan dan Pemantauan L1ngkungan Hidup yang
selanjutrya disingkat SPPLH adalah surat kesanggupan penanggung jawab
usaha dan/tau kegiatan yang tidak waglb AMDAL atau UKL dan UPL untuk

melaksanakan pengelolaan dan: pemantauan hngkungan hidup.

BAB™ II
MAKSUD TUJUAN DAN ASAS

‘Pasal 2

Peraturan Daerah ini d1maksudkan untuk mcmberdayakan Pasar Rakyat,
Pusat Perbclan_]aan dan Toko Swalayan agar dapat turnbuh dan ‘berkembang
secara serasi, salifng memerlukan,  saling memperkuat serta saling

mengﬁntuhgkan.
' Pasal 3

Peraturan Daerah ini d1terb1tkan dengan tuJuan untuk
a. themberikan dasar hukum untuk. melaksanakan: -pengclolaan Pasar, di

daerah,;



-

b.

)

mcnata dan mengatur keberadaan dan pendman Pasar Rakyat Pusat
Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar mampu bersaing secara sehat,

saling memperkuat dan saling menguntungkan,

membenkan kepasuan hukum bagi seséorang’ atau badan yang akan
melaksana.kan usaha perdagangan di pasar daerah; h
mewujudkan smcrg1 sahng memberikan dan memperkuat antara Pasar
Rakyat . Pusat Perbelan_]aan dan Toko Swalayan - agar dapat tumbuh
berkembang . lebih cepat sebagai upaya terwyjudnya tata niaga dan pola
d1str1bus1 daerah yang lancer, eﬁsnan, dan berkelanjutan dan -

menmptakan keteruban, keamanan, keber31han dan kenyamanan keglatan
di pasar. -

Dalsal 4

Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat PerbelanJaan dan Toko Swalayari
dilaksatiakan berdasarkan asas ’ S S :

P o TP

kemanusman, T
keadﬂan, :

kesamaan kedudukan,
kem1traan, - =

ketertiban dan kepastlan hukurn,
kelestaridn lmgkungan,
keju_]uran usaha,dan

persamgan ‘sehat,”

BAB III

PENA"‘AAN PASAR RAKYAT PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu
Pasar Rakyat

T Pasal 5

(1) Pendman dan pcrmodalan usaha Pasar Ra.kyat dapat d11akukén oleh

Pemenntah Pemermtah Daerah BUMN, BUMD, swasts, termasuk
ker]asama dengan ‘swasta, perorangan, kelompok masyarakat, badan
usaha, kopcras1 “bérdasarkan kemitraan yang saling menguntungkan

Pasal 6

(1) Pemenntah Daerah mclakukan pcngelolaan Pasar yang dilaksanakan oleh

Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi.

(2) Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

pemanfaatan dan pemehharaan bangunan Pasar dan fasilitasnya;
pengelolaan kebersihan Pasar;
penataan, penertiban dan pengamanan Pasar;
penataan dan pemberdayaan pedagang;
pengendalian dan’ pengembangan Kegiatan perekonomian d1 ‘Pasar;
penetapan dan pemungutan retribusi dan pungutan lainnya;dan

- pengelolaan kawasan di sekitar ‘Pasar.

e Ao TR



Pasal 7

_ (1) Dalam rangka pengelolaan pasar, Pemnerintah Daerah bérwénang

melakukan pendirian, pembangunan . kembah, penghapusan pémindahan
dan penggabungan pasar. |

(2) Dalam rangka men01ptakan Pasar yang aman, nyaman dan tertib,
Pe'nenntah Daerah berwenang menetapkan tata tertib di Pasar.

qual 8

(1) Fasilitas utama b_empa kios, 1:_:5; dan pcla‘géran.
(2) Fasilitas penunjang terdiri atas:

(1)

(2)

@?@ﬁarw*wﬁmﬁwppmw

ternpat parkir kenddraan;
tempat bongkar muat barang;
tempat penyimpanan barang;.
tempat promosi; '

- tempat pelayanan kesehatan, ' '
‘tempatibadah;’ o

Kantor pengelola _
kamar mand1 dan cuci [MCK),

' sarana pefigamanan;

sarana pengelolaan kebersihan;
sarana, air bersih;

instalasi listrik; -
. penerangan. umum, .
. pelayanan tera/ tera, ulang

sarana penyandang disabilitas
sarana penghi_]auan dan dramase, dan
sarana penunjang lainnya sesua1 kemampuan Pemerintah Daerah.

Bag1an Kedua
Pusat Perbenjaan dan Toko Swalayan

 Pasal 9

Pusat’ Pcrbelanjaan ‘dan Toko Swalayan berupa Minimarket, Supermarket,
Department Store, Hypermarket, Pusat Perkulakan dan nama lainnya, yang
dikelola secara friodern.

Sistem penJualan dan jenis barang dagangan Pusat Perbelan_]aan dan Toko
Swalayan, d1tentukan scbagal berikut:

a.

Mlmmarket Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran
barang konsums1 terutama produk makanan dan produk rumah tangga
lainnya.

Departmen Store menjual secara eceran barang konsumsi terutama
produk sandang dan perléngkapannya dengan penataan barang
berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usid konsumen.

Pusat perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.



° BABIV
. LOKASI PENDIRIAN

Pasal 10 .

(1) Lokas1 untuk Pend1r1an Pasar Rakyat, ‘Pusat Perbelanjaan ‘dan -Toko
Swalayan berpedoman pada RTRW Kabupaten Demak dan- RDTRK
termasuk Peraturan Zonasi. -

{2) Peraturan ‘Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Bupati -dengan mempertimbangkan . pemanfaatan ruang dalam rangka
menjaga ‘keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat
Perbelan_]aan dan Toko Swalayan. :

(3) Penyusunan Peraturan Zonasi harus disesuaikan dengan peruntukan zona
dlmaksud sebagaimana tercantum dalam RDTRK.

(4) Dalam hal RDTRK belum d1t<=tapkan lokasi pendirian Pasar Rakyat, Pusat
Pcrbclanjaan dan Toko Swalayan bemcdoman pada RTRW.

Pasal 11-
_ Pendirian Pasar: Rakyat ‘Pusat Perbelan_laan dan Toko Swalayan harus
memenuhi Ketentuan sebagai berikut: '
a. memenuhi’ ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) berdasarkan
peraturan pérundang-undangan yang berlakit; ;
b. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bezjarak paling sed1k1t 500 m (lima
ratus meter) dari Pasar Rakyat yang telah ada;dan

c. pendman Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan diutamakan bagi pelaku
 usaha yang bérdomisili sesuai dengan Ioka31 pendman Pusat Perbelanjaan
dan Toko Swalayan tersebut e S

BABV. .~ -
 PERSYARATAN PENDIRIAN

Bag_i's;.r‘l—:Késgm .
' Péi‘s_yé.raféﬁ;Uxhum 3

o A Pasa112 -

(1) Pendman Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus
memenuhi persyaratan ketentuan peraturan pcrunda.ng—undangan dan
harus melakukan analisa kondls1 sosial ekonoml masyarakat di wilayah
hersangkutan.

(2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaumana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
" b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
c. kepadatan penduduk;
d. pertumbuhan penduduk;
e. kemitraan dengan UMKM lokal; -
{. . penyerapan tenaga kerja lokal;
g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagl UMKM
di Daerah :



3

-

h. 'keberadaan fas111tas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada; -

i dampak positif dan negatlf yang d1ak1batkan oleh jarak antara Toko

. Swalayan, Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya,dan

_j. tanggungjawab sosial perusahaan (Corporate SocialResponsibility).”
Analisa- dampak pos1t1f dan negatif sebagalmana d1maksud pada ayat (2)
huruf i» harus mempertlmbangkan

- a. lokasi pendirian Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan 'I‘oko Swalayan

yang sudah ada; - -

b. ",1k'hm usaha yang sehat antara Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan
Toko Swalayan;
akses1b111tas wilayah (arus lalu lintas);

c.
~d. .dukunga.n /! Letersedmanmfrastruktur dan
e, perkembangan pemukxman baris.

xe)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

. 5walayan,

- Pasal 13 _ :

Anahsa kond1s1 sos1a1 ekonorm masyarakat sebagalmana dlmaksud pada
Pasal 9 ayat (2), berupa kaulan yang, dilakukan oleh badan/ lembaga
1ndependen yang berkompeten.

Has11 anahsa kondisi sosial ekonom1 masyarakat scbagaumana dxmaksud
pada ayat (1). merupa.kan dokumen pelengkap yang, tidak terp1sahkan
dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan

a. Izin pendirian Pasar Rakyat, .Pusat Perbelan_jaan dan Toko

, Swalayan,atau

b. Izin usaha Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

B1aya penyusunan analisa kondisi . sosial ekonomi masyarakat menjadi
bebas pemrakarsa andman Pasar Rakyat 'Pusat Perbelanjaan dan Toko

Pasa1‘14

Pendman Plsat Perbelanjaan dan Toko Swalayan selain: ‘Minimarket wajib
mempertzmbangkan kondisi lokasi pendirian Minirarket yang meliputi:

a.  kepadatan periduduk; -

b. perkembangan pemukiman baru;- R

e. aksesibilitas wilayah' (arus lalu lintas); - ° -

d. -dukungan: ketersedidan infrastuktur;dan - :

e. keberadaan Pasar Rakyat dan warung/toko di wilayah sekitar.
Pemrakarsa Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan menyusun

pertun‘bangan kOIldlSl 10kas1 pend1r1an dan dokumen yang merupakan

: baglan tidak terp1sahkan dan persyaratan permohonan pendman

Bagian Kedua
Persyaratan Teknis

L Pasal15
Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus menyed1akan areal parkir

. paling sedikit seltiag kebutuhan parkir 1 (satu) unit ‘kendaraan roda empat
. ‘untuk setiap 60 M2 (enarii. pulub’ meter persegl) luas lanta.t penjualan Pusat

Perbelanjaan dan Toko Swalayan




{2) Penyediaan dan pengelolaan areal pafki_r sebagajmana dimaksud pada ayat

(1) wajib diselenggarakan dan dapat dilakukan “berdasarkan kerjasama
4ntara pengelola dengan pihak ketiga. -

(3) Kerjasama pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2} di -
' kenakan biaya wajib. pajak dan atau retribusi ‘parker sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yangberlaku. ST

(4) Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Svirala_.ya_n harus menyediakan

-~ failitas yang menjamin kebersihan, sehat, aman, dan tertib serta ruang
publik yang nyaman. - N

| Pasal 16

(1) Pasar Rakyat dapat berlokasi pada sctiap sistem jaringan jalan, termasuk
. sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan. -

(2) Pusat Perbelanjaan dan Hyper‘m_‘drk._éi"dape_it"bgﬂdk';:a,;s_i' pada .aIés‘eé siﬁ;em

jaringan Jalan Arteri atau Jalan Kolektor dilarang beradd pada kawasan

.. " pelayarian lokal atau lingkungan di dalam Kabupaten..

. (3) ‘Supérmarket dan Departement Stére dilarang ‘berlokasi pada _sistem

" jaringan Jalan Lingkungan dan dilarsng berada pada kawasen pelayanan
lifgkurigan di dalam Kabupaten. S .

 (4) Minimarket dapat berlokasi pada setiap sistemn jariangan jalari, termasuk

', sistem jariangan Jalan Lingkungan pada kawasan peldyanan lingkuingan di
" dalam Kabupaten. : L _ . B

| BABVI |

JAM OPERASION&L.KEGIATAN USAHA

pasati7 s T

(1) -Jam ketja Pusat Perbelanjaan dan Toko swmayan‘ adalah sebagai berikut:

_ . Untuk hari Senin sampai”dengan’ Jumat, pulkul 08:00 WIB sampai
7 jengan pukul21.00 WIBjdan - - T et
_b. Untuk hari Sabtu dan Minggy, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul

'(2)' Untuk penyélen.ggdraé.:_. usaha Pusat "Perb_el'é;njAaLhﬁ" dan Toko Swalayan

~ yang waktu pelayanariannya diluar ketentuan. -sebagaimana’ dimaksud
pada ayat (1) wajib mernilild fzin khusws, < o o

. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenal izin’ khusus"‘séba"gairhéna dimaksud pada

ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

" BABVIL
* PERIZINAN

| migmesets

-.'-Wgw?ﬁ%ﬁ'gﬁp‘-’ﬂmérian lzinUsaha - ",

© .- Pasal 18

(1) Pelaku usaha yang ‘akan melakukan kegiatan usahia di bidang Pasar

- Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko: Swalaysn-wajib mémilik:
" a. lzin Usaha Perigelolagn Pasar Rakyat (IUPPR) untuk Pasar-Rakyat; "
b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pusat Pertokoan,Mall,
. Plasa, dan-Pusat Perdaganganjatat . =~~~ 7 . . e
c. lzin Usaha. Toko. Swalayani® ([UTS) untik Minimarket, Supermarket,
Department Store, Hypermarket dan Perkulakan. '
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(2) Izin Usaha sebagalmana dlmaksud pada ayat (li d1terb1tkan .o.lleh Bupati.
(3) Keweriangan pen_cx_‘b1tan izin usaha sebagalmaha dimaksud pada ayat (2)

dapat d1de1egaszkan kepada ‘Organisasi ’Perangkat Daerah ‘yang
memb1dang1 perizinan.

@ Pasar Rakyat yang dlkelola{ oleh Dinas dikec‘uah}:an untuk mf_:rmhkl_ IUPPR.

Baglan Kedua : .
Tata cara Permohonan Izm Usaha

Pasal 19

(1) Permohonan Izm Usa.ha diajuken kepada Pejabat Penerbit _Izin Usaha.
(2) Persyaratan untuk memperoleh IUPPR meliputi] B
4, persyaratan IUPPR melampukan dokumen:
1. foto: copyKartuTanda Pendiduk; ' L
2. has11 analisa’ kondisi sosial-ekonoimi ma#yarakat serta rekomendam
. dari instansi-yang berwenang; = - | .
3. foto copy:Surat Izin lokasi; | :
4. foto ‘copy Akte Pendirian Perusahaan dan- tpengesahannya, :
5.surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuh1
ketentuan yang berlaku;dan - ‘
6. dokumen UKL dan. UPL untuk usaha Pal:ar Tradisional dengan luas
" tempat usaha sampai dengan 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegl)
" atau dokumen AMDAL urituk lias tempat usaha di- atas 10.000 M2
... (sepuluh;ribu meter persegi). . 1
" b.. =pf:rsyarattan IUPP melampirkan: dokumen
1. foto copy Kartu Tanda Pend‘uduk ,
‘2. hasil analisa kondisi sosial, ekonom1 masyarakat serta rekomendasi
.. dari i mstans1 yang berwenang,\ TS IO SR S
.-foto.copy. Surat Izin lokasi; .- ,
.foto copy. Surat Izm Mendirikan Bangunm (IMB);
. foto.copy Akte Péndirian Perusahaan- dan pengesahannya;
. -rencana. kemitraan dengan. Usaha Mikro dan Usaha Kecil; - -
surat pernyataan kesanggupan mel%.ksanakan dan ~mematuhi
- ketentuan yang: berlakuydan: .. . . 0 L e F .
8. dokumen UKL dan UPL untuk: usaha Pasar modern. dengan luas
'~ - . tempat- usaha sampai dengan 10.000 . M2: (sepuluh ribu meter
- persegi) . atau- .dokumen AMDAL untukiluas tempat usaha di atas
. 10,000 M2 (sepuluh ribu. meter. persegi), '
c. Persyaratan IUTS, melampirkar dokumen :
. 1. foto.copy ! KartuTandaPenduduk , _
2. -hasﬂ analisa kondisi sosial -ekonomi m%syara_kat serta, rekomendasi
" darii nstansi yang berwenang;
foto copy Surat Dom1s111,
foto copy surat Izin Mendirikan Bangunan;. .
foto-copy aktepend1r1anperusahaandan engesahannya,
foto copy SPPLH; :
rencana kemitraan dengan Usaha Mikr dan Usaha Kecﬂ dan
surat ,pernyatasan kesanggupan . melaksanakan- -dan mematuhi
. ketentuan yang berlaku. - - : |

= o tn"gs oo-f"'
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(3)

Persyaratan -untuk mempe'rbleh IUPPR dén IUPP yang terintegrasi dengan
Pusat Perbélanjaan atau bangunan lain terdiri dari:
a. hasil'analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;

~ b.. foto copy Izin Usaha Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat

(4)

(5)

(6)

. berdirinya Pasar Rakyat dan Toko Swalayan,; ,

c. foto copy-akte pendirian perusahaan dan pengesahaannya;

d.- surat pernyataan ’kesanggupan melaksanakan dan mematuhi

‘ kctentuaz_iyang*beﬂaku; ' '

e. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usatia Kecil untuk Pusat
‘Perbelanjaan atau Pésar Modern; . e

f. ‘dokumen UKL dan UPL untuk usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Swalayan keculai Minimarket derigan luas tempat usaha
- sampai -dengan 10.000 M2 (sepuluh meter persegi) atau dokumen
AMDAL untuk luas tempat usaha di atas 10.000 M2 (sepuluh meter
persegl); dan . _ | o
g. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan untuk usaha Minimarket.
Permohonan Izin Usgha sebagaimana dimaksud pada-ayat (1) diajukan dan

ditandatangani oleh Pemilik atau penanggungjiawab atau pengelola
perusahaan setélah mendapatkan rekomendasi persetujuan Bupati tentang
permohonan pendirian, dengan rhcngisifo:rh_uli_r pengajuan permohonan
izin usaha sebagaimana tercantum dalam. Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dalam Peratuan Daerah ini. . o
Permohonan _Iziﬁ Usaha sebagaimana ~ dimaksud pada ayat (1) yang
diajukan 'se_ca_raf_bcriar dan lengkap, maka Pejabat. Penerbit Izin. Usaha
dapat menerbitkan izin usaha. paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung
sejak diterimanya Surat Permohionan. L e
Apab_illgl Permohonan sebagaimana dimaksud pada: ayat (1) dinilai belum
benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit {zin Usaha memberitahukan
penolaka_h_ secara tertulis disertai. dengan alasannya kepada pemohon
paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak .tanggal diterimanya

' permohonan., -

(8

(1)

Perusahaan  yang ditolak -pemflc;honelt‘nnya dapat mengajukan kembali
permohonan -izin usahanya disertai kelengkapan. dokumen -persyaratan
secara benar dan lengkap. -

Pengurusan permohonan Izin Usaha tidak d1kenakan biaya.

Bagian-Ketiga -~ -
Masa Berlaku Iz Usaha -

Pdsal20° |
izin usaha sgﬁégé.imana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) Be;‘léku selama
masih melakukan kegiatan usaha pada {okasi yang ditetapkan dalam surat

izin usaha, dan wajib dilakukan dafter Glafig setiap 5 (lima) tahun.

(2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat

 1'(satu) birlan sebelum batas waktu daftar uldng berakhir.
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Bagiah Keempat
Pemidahtanganan Izin Usaha

- Pasal 21

Dalam hal pemegang izin meninggal dunia_é, atau kafene'.' sué.tu sebab tidak lagi |

menjadi pernilik izin, maka ahli waris atau orang yang mendapatkan hal dalam

waktu paling lambat 4. (empat) bulan s¢jak meninggalnya pemegang izin atau

saat’ terjadinya tindakan pengalihan hak, wajib mengajukan permohonan
pemindahtanganan izin usaha kepad_a Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII -
KEMITRAAN USAHA

. : ' Pasal 22
(1) Setiap pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib

melaksanakan kemitraan dengan UMKM di Daerah.

(2) Kemitraan dengan’ pola perdagangan umum dilakukan “dalam bentuk
kerjasama pemasaran, penyédiaan lokasi usaha, atau pénerimaan paSokan

" dari pernasok kepada Toko Swalayan yang dilakukan secara terbuka.
(3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat’ (1) dilakukan

dalam bentuk: ' - .

a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas
ulang dnegan merek pemilik barang, Toko Swalayan atau merek lain
yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau '

b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko
Swalayan;

| (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana -dimaksud pada ayat (2), dilakukan

oleh pengelola Toko -Swalayan kepada UMKM dengan menyediakan ruang
usaha dalam areal Pusat,Perbelanjaan atau Toko Swalayan.

(5) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memanfaatkan ruang
usaha sesuai.dengan peruntukan yang disepakati; . . -- :

| | _Pasal23 |

(1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok
kepada Toko  Swalayan dilaksanakan dalam - prinsip - saling
menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan. - . .

(2) Toko Swalayan mengutamakan pasokan"barang"hasil -produksi UMKM di
Daerah selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standart yang
ditetapkan Toko Swalayan.

(3) Pemasok barang yang masuk dalam kriteria Usaha Mikro,-dan Usaha Kecil
dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (listing
Jee). :

(4) Kerjasama usaha kemitraan -antara UMKM dengan' Toko Swalayan dapat
dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat
usaha/space, pembinaan/ pendidikan atau permodalan atau bentuk
kerjasama lain. '

14
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o

(5) Kerjasama 4sebagairﬁgﬂa dimaksud pada ayat (1) dan_ayat"(Z‘],"dituangka,ﬁ'
dalam perjanjian -tertulis dalam Bahasa Indonesia berdasarkan “hukum
Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang
sekurang-kurangnya memuat hak dan .keWajiban masing-masing pihak
serta cara dan tempat penyelesaian perselisthan. . . R :

(1)

- Pasal 24

Dalam rangka méwujudkan p¢rsyératan .sébégairﬁaha dimaksud dalam
pasal 23 ayat (1), maka wajib memenuhi pedoman sebagai berikut:

a.

potongan harga diberikan oleh Pemasok kepada Toko Swalayan pada
setiap transaksi jual-beli. Potongan harga reguler ini tidak berlaku bagi
Pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan
secara transparan ke semua Toko Modern dan, disepakati dengan Toko
Swalayan® I L R T

potongan harga tetap (fixed rebdte) berupa ‘potongan harga yang
diberikan oleh Pémasok kepada Toko Swalayan -té.ri‘pé dikaitkan dengan
target penjualan yang dilakukan secara periodik maksimum 3 (tiga)

- bulan yang bésarnya paling banyak 1% (satu persen);

jumlah dari potongan harga reguler (regular discount) maupun .
potongan harga tetap (fixed rebate) ditentukan berdasarkan presentase

- terhadap  transaksi penjualan dari. Pemasok ke Toko Swalayan. baik

pada saat transaksi maupun secara periodik; =~ .- .. .. -
_potong,an' harga khusus (conditional rebate) . berupa potongan harga
yang diberikan oleh Pemasok, apabila Toko Swalayan dapat mencapai
atau melebihi .target penjualan sesual perjanjian .dagang, dengan
kriteria penjualan: - - D
1. mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai 'pexjanj'ian sebesar 100%

(seratus persen), ‘mendapat potongan harga khusus paling banyak

1% (satu persen);

' 2. melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satil persen)

€.

sampai dengan 115% (seratus lima ‘belas. persen), maka kelebihannya
 mendapat potongan harga khusus paling banyak 5% (lima persen);
3. melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas
persen), maka kgl_ebihannya mendapat potongan harga khusus
_ paling.banyak 10% (sepuluh persen). _
potongan harga promosi (Promotion Discount) diberikan oleh Pemasok
kepada ‘Toko Modern dalam -rangka kegiatan promosi baik yang

" diadakan oleh Pemasok maupun oleh Toko Modern _yé.ng'_diberikan

kepada pelanggan atau. konsumen akhir dalam waktu yang ._d_ibatasi
sestai kesepakatan antara Toko Modern- dengan- Pemasok;

biaya' promosi {(Promotion Cost) yaitu biaya yang: dibebankan. kepada
Pemasok oleh Toko Modern sesuai’ kesepakatan kedua belah pihak

' ' yang terdiri dari:

1. biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau
.- mailer, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai-dengan
tarif harga dari media dan biaya-biaya kreativitas lainnya;
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2. kategori Supermarket paling banyak

1. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mem

| 2. biaya promiosi’ pada toko sétethpat (In=Store Promot!on) dikenakan

hanya urtuk area promosi di luar display/pajangan reguler toko
- seperti floor. display, gondola .promos'i-, block shelving, tempat kasir

(Check out Counter), wing gondola, paparn reklame di dalam dan di
luar toko, dan tempat lain' yang memang digunakan untuk tempat
_promosi; . . S C : :

" 3. biaya promosi yang ciilakt;kan atas kerjasama dengan Pemasok

untiik melakukan kegiatan mempromosikan produk Pémasok seperti
_samglihg_,'&égpq prp'dulc;'_hadiah; 'gé.m_es, dan lain-lain; SR
4, biaya yang dikurangkan atau “dipotongkan atas aktivitas ‘promosi -
dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan
konfirmasi kedua belah pihak. Biaya promosi yang belum terpakai -
- harus dimanfaatkan. untuk aktivitas promosi lainnya baik pada
. periode yang bersangkutan maupun untuk periode berikutnya.

. biaya-biaya lain di luar biaya _scbagaiﬁ;aga dimaksud lpadg'huruf 1,

tidak diperkenankan urituk dibebankan kepada Pemasok; .

. biaya yang dikel 1arkan untuk promosi produk baru sudéh'ten'nma_s_t-lk di

dalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf ;

Pemasok dan Toko Swalayan bersama-sama membuat perencanaan
promosi baik untuk produl baru maupun untuk produk lama untuk
jangka waktu yang telah disepakati; . .0 o o

pen‘g‘gunagn' jasa distribusi Pusat Rerb_clé.njaan. dan Toko -Swalayan
tidak boleh dipal_{séikan kepada Pemasok yéqg dapat mendistribusikan

.. barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria. (waktu, muty, harga

produk, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;

. biaya administrasi pendaftaran barang (Listing fee) hanya untuk

produk baru dengan besaran sebagai berflut: ...

1. kagtego;ji: Hypermarket paling . banyak Rp. '.1—50;._00C‘-),-',; (seratus: lima

uluh ribu Rupiah) untuk setiap. jenis. produk. setiap gerai dengan

' biaya .paling banyak. Rp.. 10.000.000,- : (sepulubjuta . Rupiah)

~ untuksetiapjenisproduk.-di semuagerai;. . - - o

t k Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima
ribu -Rupiah) untuk setiap jenis -produk setiap gerai -dengan biaya
paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk: setiap

jenis produk di semua gerai; .. - :

3. kategori Minimarket paling banyak Rp. 5.000;-. (lima ribu Rupiah)
untuk setiap jenis produk setiap. gerai. dengan biaya paling banyak
Rp. 20.000.000,- ,(dua puluh juta Rupiah) untuk setiap jenis produk
di_semua gerai.- y o

Perubahan biaya gdministrasi pendaftaran barang sebagaimana

dimaksud pada huruf k, dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan

perkembangan inflasi;

n. Pusat: Perbelanjaan dan Toko- SW&layan da:f;at mengembalikan produk
" paru. kepada Pemasok tanpa. pengenaan sanksi apabila setelah

. dievaluasi selama 3 (tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan;
berikan informasi

. tertulis paling sedikit 3 (tiga). bulan  sebelumnya. kepada- Pemasok
- - apabila .akan: melakukan stop order, delisting atau mengurangi item

produk atau.SKU (Stock Keeping Unit): Pemasok; .
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o, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus berla.ku ad11 dalam'
pembenan pelayanan kepada mitra usaha ba1k sebagai
pemilik/ penyewa ruangan usaha- maupun sebagal pemasok

p. Pusat Perbelanjaan dan Toko" Swalayan dilarang melakukan promosi
penjualan dengan harga lebih murah d1band1ngkan dengan harga di

. Pasar Rakyat terdekat untuk barang—barang kebutuhan pokok
-'masyarakat : .

Pasal 25

(1) Pembayaran barang dari Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kepada

(2)

Pemasok Usaha Mikro dan Usaha Kecil Wajlb dilakukan secara tunai untuk
nilai pasokan sampai dengan Rp. 10. 000 000,- (sepuluh juta rupiah), atau
dalam Jangka waktu 15 (lima - belas) han setelah seluruh dokumcn
pcnag1han d1ter1ma '

Keterituan sebaglmana d1maksud pada ayat (1), berlalru untuk 1 (satu)
outlet atau 1 (satu) Janngan usaha o :

BAB IX
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Ba'gi.a:"_l _Kés_'atu
Kewajiban

t . - N

Pasal 26 .

Set1ap Pengelola Pusat Perbélanjaan dan Toko Swalayan bcrkcwa_uban

menjalin | kexmtraan dengan UMKM;

. _mentaatl kctentuan perizinan di Daerah; :

'menmgkatkan mutu pelayanan dan meénjamin kenyamanan konsumen,

‘menjaga kearanan dan ketertiban tempat usaha; :

memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan

tempat usaha;

mentaati dan memasang keténtuan jam-opérasional pada tempat yang

mudah dilihat oleh umum;

g. mencegah setiap kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang
melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;

h. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan

. pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang .
terlarang lainnya;

i. menyechakan sarana kesehatan, sarana pcrsampahan dan dramase,
kamar mandi dan toilet serta mushola bagi karyawan dan konsumen,;

oo TP

-j: memisahkan tempat penjualan produk halal dan non halal;

k. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk
. melaksanakan-ibadah;
1. merekrut sekurang-kurangnya 50% (Lima puluh pcrsen) tenaga kerja di
Daerah;
m. menetapkan seragam. karyawan yang memenuhi norma kesusilaan;

n. mentaati perjanjian kerja serta menJamln keselamatan, kesehatan dan
kesejahteraan-karyawan; -.

17



0. menyed1akan alat pcmadam kebakaran yang s:ap paka1 dan mencegah
kemungkinan ter;]admya bahaya: kebakaran di tempat usaha;
p. mererbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam nilai
.- “mata uang Rup1ah
d. -menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh peren) dari luas tempat
" usalia Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bagi pelaku usaha
UMKM dan tidak boleh digunakan selain untuk UMKM;

. r. menyed1akan akses bagi penyandang dlfabehtas ;dan '

S. menyampaikan laporan usaha kemitraan kepada Pemenntah Daerah
- selama jangka waktu 5 (lima) tahun, - '

_ Selam kewaﬁban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Toko Swalayan

juga diwajibkan menyisihkan sebagian keuntungannya bagi masyarakat
lingkungan sekitar sebagai bentuk tanggung]awab sosial perusahaan
kepada masyarakat dalam kegiatan pembangunan kernasyarakatan

,-.Bagieianedu&--:: S Fee
Lai'a'rigan

- Pasal 27

Setiap Pelaku Usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelan_laan dan Toko Swalayan
dilarang:

a.
b.

(1)
(2)

melakukan praktek monopoli dalam menjalankan usahanya,

memmbun dan/ atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di
dalam gudang dalam jumlah melebihi kcwajaran untuk tUJuan spekulas1
yafig akan- merug1kan kepentmgan rnasyarakat T

menimbun - dan/: atau menyimpan barang-barang yang Slfat dan Jemsnya.
membahayakan kesehatan, :
menjual barang-barang yang sudah kedaluwarsa,

mengubah atau menambah sarana“tefnpat usaha, jenis.dagangan -dan
merubah peruntukannya tanpa Tzin: dari Bupat1 sesual ketentuan yang
berlaku;dan '

memakai tenaga kerja dibawah umur dan/ atau tenaga kerja asing tanpa
izin sesuiai peraturan perindang-undangan.yang: berlaku.

S . BABX. - .
i ‘ © - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Bupati ‘melakukan ‘'pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat Pusat

Perbelanjaan dan Toko Swalayan. :

Dalam rangka pembinaan dan perigawasan Pasar Rakyat, Bupati :

a. mengupayakan sumber-sumber- - alternatif - pendanaan untuk
pemberdayaan Pasar Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-

. undangan yang berlaku; : c

b. meningkatkan kempetensi pedagang dan pengelola Pasar Rakyat;

c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang

Pasar Rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi
Pasar Rakyat; dan
d. mengevaluasi pengelolaan Pasar Rakyat
L 18
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(3) Dalém rangka pembinéan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Bupati:

a. memberdayakan Pusat Perbelarijaan dan Toko Swalayan dalam
membina Pasar Rakyat; dan L S '
b. mengawasi -pelaksanaan kemitradn  sebagaimana  dimaksud -dalam
* ‘Peraturan Daerah ini. o | o |

(4) Pengawasan dﬂgkukan terhadap pengeldléanlu'se_.iha Pasar Ré}éyat,-?usat

. (9

(1)

@

(3)

Perbelanjaan dan Toko Swalayan. o » .
Pelaksanaar pembinaafl, péngawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan
Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dilakukan oleh
Bjupati atgg‘pejaﬁat yang ditunjuk. = :

BABXI' B
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT

: Pasal 29 ,
Pemerintah Daerah " berkewajiban memberikan perlindungan. - dan
pemberdayaan kepada Pasar Rakyat dan pelaku-pelaku usaha yang ada-di
dalamnya. ‘ : )
Dalam melakukan perlindungan kepada Pasar Rakyat, serta pelaku-pelaku
usaha yang ada didalamnya, Pémerintah - Daerah ~ berkewajiban
memberikan perlindungan dalani aspek: ae T
a. . lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan;
B. kepastian hukum dan jaminan usaha dari kemungkinan penggusuran
" . yang tidak menguntungkan; - :
c. persaingan dengan pelaku usaha di Toko Swalayan baik dalam aspek
_ lokasi maupun aspek lainnya; ' |
d. kepastian hulum ‘dalam status hak sewa, untuk menjamin
. keberlangsungan usahajdan- ¢ - \ '
e. kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar. :. -~ -
Dalam upaya pcmberdayaan"Pasar-'Rakyat serta pelaku-pelaku usaha yang
ada didalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan hal-hal
sebagai berikut:
4. pembinaan terhadap pengelola Pasar Rakyat serta pelaku-pelaku usaha
yang ada didalamnya; . B
b, fasilitasi terhadap pelaku-pelaku usaha di dalam Pasar Rakyat untuk
" mendapatkan modal usaha; ‘

" ¢. membantu peningkatan sarana dan prasarana Pasar Rakyat;

()

“d. fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagal sarana

memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang;dan
e. mengarahkan dana sharing -yang berasal. dari Pemerintah kepada
‘Pemerintah Dacrah dalam rangka membangun pasar. ‘
Pasar Rakyat yang memiliki nilai-nilai historis;, tidak. dapat diubah atau
dijadikan Toko. Swalayan kecuall upaya ‘revitalisasi agar menjadi Pasar
Rakyat_yangbersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi

~ ikon Daerah,; memiliki nilai sebagai baglan dari industri pariwisata.
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(5) Dalam rangka memiberikan perlindingan dan pemberdayaan, Pasar Rakyat,

I?eméi-htah Daerah mengatur dan melakukan pembinaan tethadap pelaku

- ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan
ketertiban Pasar Rakyat. ; ,

 BABXI
“SANKSI "

<Bagian'1{csatu |
Sanksi Ad;'ninistr_atiff

, . _ : Pasal 30 : AP

(1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentu Pasal 7, Pasal
9, Pasal 10, Pasal 11,Pasal 13, Pasal 17 ‘dan/atauPasal 27 Peraturan
Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi.- T Ty T

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. pembekuan Izin Usahajatau S
b. .Pencabutan Izin Usaha.

(3) Pembekuan - Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 2,
dilakukan apabila telah diberikan peringatan tertulis berturut-turut 3 (tiga)
kali dengan tenggang waktu paling Jama 1 (satu) bulan.. |

(4) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
dilakukan - paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya
pentbekuan Izin Usaha. -

T I T Pasal3l L i ene
gar ketentuan Pasal 18 -ayat
. (1) Peraturan Daérah ini, dikenakan sahksi berupa: o
a. penutupan sementara; - Lo s T
'tg. ‘penutupan permanen, - _ |
(2) Penutupan sementara -sebagairmana dimaksud pada ayat (1}, dilakukan
‘apabila. telalr dilakukan peringatan secara. fertulis:berturut-turut 3 (tiga) .
. . ‘kali dengan tenggang waktu palihg‘la;’i‘naf-1--'(satu)"b1ilan-‘.- L : .
(3): Penutupaii permanen dilalcakan ‘paling lama-3 (Tigd) bulan sejak tanggal
- ditetapkannya penutupan seméntara.- ' S

© (1) Setiap orang atau badan hukum yang melang

Bagian Kedua
Sanksi _P‘idana_

, . Pasal 32
(1) -Sétiap orang .atani’ badan hukury yang melanggar ketentuan sebagimana
" dirnaksud dalam Pasal 27 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan
palihg lama 3~ (tiga) bulan atau pidana denda paling - banyak Rp
'50.000.000,- (ima puluh juta rupiah); :
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1); adalah pelanggaran.
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN . NOMOR ..

L.

II.

PENJELASAN
ATAS |
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK a
NOMOR ... TAHUN ..

TENTANG '

PENATAAN DAN PEMBINA.AN PASAR RAKYAT PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO SWALAYAN

UMUM .

Salah satu tujuan berdirinya bangsa Indonesia ialah untuk
menyejahterakan rakyatnya. Hal tersebut tercantum pada alinea keempat
pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk
‘memajukan kese_]ahteraan umum. Pasar merupakan salah satu tulang

punggung perekonomian masyarakat .baik masyarakat yang berada

dikalangan kelas bawah maupun masyarakat yang berada dikalangan

kelas atas. Semua unsur yang berkaitan derigan hal ekonomi berada di

pasar mulai dari unsur produksi, distribusi, ataupun unsur konsumsi.
Pasar merupakan tempat masyarakat memenuhi kebutuhan hidup.

Make: derigan bérkembangnya perekonomian di‘ Kabupaten Demak yang
berkembang berbanding lurus dengan keanekaragaman fungsi dan sifat
~ pasar, baik yang didirikan, dimiliki, dikuasai, dan dikelola oleh Pemerintah
Daerah atau pihak swasta, tentu menjadi kewajiban pemerintah daerah
iintuk membuat aturan tersebut dalam produk hukum dderah berupa
‘Peraturan Daerah. Terkait dengan pengelolaan pasar, maka dibentuklah
'PeraturanDaerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat
Perbelanjasn -dan "Toko Swalayan: Tujuan ‘dafi pébentukan Peraturan
Daerah ini adalah untuk memberxkan kcpashan hukum bag1 masyarakat

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :
o Cukup.jelas.
Pasal 2

'Pasal 3

Cukup _]elas.,

: Cukup jelas.
Pasal4 Ce
Cukup jelas.
Pasaldb =
' Cukup jélas.'
Pasal 6
Cukup Jelas.i
. Pasal7
: Cukup Jelas,
Pasal 8-
Cukup jelas,
Pasal 9
Cukupijelas.

- Pasal 10

. Cukup jelas.
Pasal 11
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| Pasal-12

' Pasal 14
' Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 13

Pasal 15

Cukup j elas.

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21 ..

. Cukup jelas.
Pasal22 =
. Cukup jelas.
Pasal 23

Pasal 24

Cukup jelas.

Eé_sal QS

Pasal 26.

- Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28

Pasal 29
' Cukup jelas.

- Rasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
' Cukup jelas.

Pasal 32

F.;asal 33

Cukup jelas.

Pasal 34
Cukupjelas.

Pasal 35
: " Cukupjelas.

Pasal 36
- Cukupjelas.

Cukup jélas.
Cukup jelas.
" Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

_ Cukup_ jelé.s.

- Cukup jélas.

: Cukup jelas.

Cukup jelas.
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PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN DI KABUPATEN DEMAK
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

a Menimbang : a. bahwa pada rapat Paripurna tanggal 4 Juni 2018 masa

‘ sidang II (Kedua) Tahun 2018, DPRD Kabupaten Demak
telah menyerahkan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Demak kepada Bupati Demak, dimana salah
satunya adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Demak tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di
Kabupaten Demal;

b. bahwa Pansus A DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang II
(Kedua) Tahun 2018 telah menyelesaikan pembahasan dan
penyempurnaan terhadap Raperda sebagaimana tersebut
pada huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
pada huruf a dan huruf b dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

F 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak
terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak
tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten
Demak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. >

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
: Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah,;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,;




4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 -tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

S. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional;’

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabubaten
Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

Memperhatikan : 1. Laporan Panitia Khusus A Nomor : 12/PANSUS.A-
(\ DPRD/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018;

2. Laporan hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama
Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Badan Pembentukan Perda
dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak
serta Pimpinan Panitia Khusus A dan C membahas 2 {dua)
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor :
8/LAP.PIMP/DPRD /2018 tanggal 24 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak
tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak
untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
(‘ KEDUA : Pemerintah Kabupaten Demak berkewajiban menyelesaikan

perubahan dan koreksi atas Raperda tentang Penyelenggaraan
Usaha Hiburan di Kabupaten Demak, sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU selaras dengan penyesuaian: dan
perubahan sebagaimana tertuang pada Laporan Panitia Khusus
A Nomor : 12/PANSUS.A-DPRD/VII[/2018 tanggal 20 Agustus
2018 dan Laporan hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD
bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Badan Pembentukan
Perda dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten
Demak serta Pimpinan Panitia Khusus A dan C membahas 2
(dua} Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor :
8/LAP.PIMP/DPRD/2018 tanggal 24 Agustus 2018.




KETIGA

Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 31 Agustus 2018

KETUA DPRD )
KABUYATEN DEMAK,

!/ NURULMUTTAQIN {



BERITA ACARA ,
NOMOR 41/PB TAHUN 2018

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DEMAK DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN DI KABUPATEN DEMAK
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada hari ini Jumat tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu
delapan belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

b

1. H.M. NATSIR : BUPATI DEMAK, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Demak yang
beralamat di Jl. Kyai Singkil Nomor 7
Demak, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA

2. NURUL MUTTAQIN - KETUA DPRD Kabupaten Demak,
dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Demak, selanjutnya
disebut sebagai PTHAK KEDUA

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Demak tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di
Kabupaten Demak, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana

tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan bailk penyesuaian dan perubahan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyelenggaraan
Usaha Hiburan di Kabupaten Demak sebagaimana tertuang pada catatan

terlampir Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi
atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten " Demak tentang
Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak selaras dengan
penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlam;—)ir

Berita Acara ini.



)

4. PIHAK PERTAMA segera menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah
untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah
ditandatanganinya Berita Acara ini, dan mengirim tembusan suratnya

kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah

pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya. :
Demak, 31 Agustus 2018
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
BUPATI DEMAK, KETUA DPRD KABUPATEN DEMAK,
('
.M. NATSIR ﬁ NURUL 'MUTTAOIN 1



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG ' >
. PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
. TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT

C

Menimbang

Mengingat

PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

: a. bahwa pada rapat Paripurna tanggal 4 Juni 2018 masa

sidang II (Kedua) Tahun 2018, DPRD Kabupaten Demak
telah menyerahkan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Demak kepada Bupati Demak;

. bahwa Pansus C DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang II

(Kedua) Tahun 2018 telah menyelesaikan pembahasar dan
penyempurnaan terhadap Raperda sebagaimana tersebut
pada huruf a;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut

pada huruf a dan huruf b dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak
terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak
tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah. ’

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen,;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang;



Memperhatikan

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas;

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah,

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Perdagangan; >
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang
Kemitraan,

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang’
Waralaba;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun
2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; :

Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  70/M-
DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan
Toko Modern sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Demak Tahun 2011-2031;

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

1. Laporan Panitia Khusus C Nomor : .05/PANSUS.C-
DPRD/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018;

2. Laporan hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama
Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Badan Pembentukan Perda
dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak
serta Pimpinan Panitia Khusus A dan C membahas 2 (dua)
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Norhor
8/LAP.PIMP/DPRD/2018 tanggal 24 Agustus 2018,
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Menctapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak
tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah. -

Pemerintah Kabupaten Demak berkewajiban menyelesaikan
perubahan dan koreksi atas Raperda tentang Penataan dan
Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko
Swalayan, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana
tertuang pada Laporan Panitia Khusus C Nomor
05/PANSUS.C-DPRD/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dan
Laporan hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua
- Ketua Fraksi, Pimpinan Badan Pembentukan Perda dan
Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak serta
Pimpinan Panitia Khusus A dan C membahas 2 (dua)
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor
8/LAP.PIMP/DPRD/2018 tanggal 24 Agustus 2018,

Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 31 Agustus 2018

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

/NURU MUTTAQIN 1
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BERITA ACARA ’
NOMOR 43/PB TAHUN 2018

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DEMAK DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO SWALAYAN
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH -

Pada hari ini Jumat tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu

delapan belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1.

2.

1.

¥

H.M. NATSIR , . BUPATI DEMAK, dalam hal ini
bertindak * untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Demak yang
beralamat di Jl. Kyai Singkil Nomor 7
Demak, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA -

NURUL MUTTAQIN + KETUA DPRD Kabupaten Demak,
dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Demak, selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA

}

menyatakan bahwa :

PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Demak tentang Penataan dar Pembinaan Pasar Rakyat,
Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dengan penyesuaian dan

perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.

PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penataan dan
Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini. ’

. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi

atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penataan dan
Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan selaras
dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan

terlampir Berita Acara ini.



4. PIHAK PERTAMA segera menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah
untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah
ditandatanganinya Berita Acara ini, dan mengirim tembusan suratnya

kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah

pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya. )
Demak, 31 Agustus 2018
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
BUPATI DEMAK, KETUA DPRD KABUPATEN DEMAK,

(
}MC/ NATSIR / NURUL'MUTTAOIN ‘f




